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membangun quna kesempurnaan dari tesis ini.
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ABSTRAK

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian jikalan ada
suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak vang
menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Klausula
force majeure ketika mengatur mengenal hal-hal yang dapat
diduga dapat mengandung unsur eksonerasi. Bagaimanakah
batasan penggunaan kKlausula force majeure dalam perjanjian
agar tidak bertentangan dengan KUHPer dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
mengingat kegiatan usaha yang berisiko yang tinggi,
dapatkah perusahaan sekuritas membebankan risiko yang lebih
luas dalam klausula force majeure kepada nasabahnya adalah
masalah yang diteliti dalam tesis ini. Metode penelitian
yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif,
dengan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan bentuk penelitian
preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa unsur
eksonerasi baik dalam klausula force majeure maupun dalam
klausula baku muncul ketika posisi tawar para pihak tidak
seimbang; KUHPer memperbolehkan penggunaan klausula
eksonerasi selama tidak bertentangan dengan asas kebebasan
berkontrak; UUPK melarang pengguraan klausula eksonerasi;
walaupun karakteristik perusahaan efek adalah dinamis dan
penuh risike, tetapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal tidak memberikan keistimewzan khusus,
sehingga Dberlaku ketentuan yang umum dalam hal penggunaan
klausula eksonerasi maupun klausula force majeure vyang
mengandung unsur eksonerasi. Perusahaan efek seharusnya
mempertimbangkan pengalokasian risiko kepada pihak ketiga
sehingga risiko tidak hanya ditanggung nasabah.
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ABSTRACT

Risk is an obligation to bear losses 1f there’s
something happen to the object that means to the agreement
apart from cne of the party mistake. Force majeure clause
when arranges matter that could be predict could contain an
exoneration element. How is the 1limit to use force majeure
clause in agreement in order not to contradictory KUHPer
and Republic of Indonesia Act No. 5 of 1999 concerning
Censumer Protection (UUPK):; Considering the risky business
field, could the security company places the wider risk in
the force majeure clause to their customer are the problems
that are researched in this thesis. The research method
that is used is Jjuridical normative, with the secondary
data, that is analysed gqualitatively. This research is
descriptive and the form of the research is prescriptive,
using the legislation approach. Based on the research
results are found that the exoneration element both in
force majeure clause and in standard clause are emerge when
the bargaining position of the side does not balance:;
KUAPer has permitted the use of exoneration clause as long
as not compatible with the freedom toe make agreement
principle; UUPK has banned the use of exoneration clause;
although the characteristics of the security company are
dynamic and risky, Republic Indonesia Act No. 8 of 1995
concerning Capital Market does not give any special
expertise, so the general pelicy abcout the use of both
exoneration clause and force majeure clause that contains
exoneration element are occur to security company. The
Security company ought to consider to allocating the risk
to the third party so the risk does not only borne by the
customer.

vi
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Bab I

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya
disebut “KUHPer”) menganut asas kebebasan berkontrak.
Asas tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPer
yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat
secara sah, Dberlaku sebagai undang-undang bagi mereka
vang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak sendiri jika dilihat dari
sejarahnya, muncul sebagai reaksi dari terlalu banyaknya
campur tangan negara pada saat itu yang membatasi
kebebasan ~ berekonomi — masyarakat.®! = Asas kebebasan
berkontrak muncul sebagai suatu ideolegi baru vyang
menentang merkantilis vyang paternalistik yang mengatur
semua bisnis dan perdagangan demi keuntungan raja.? Namun
dalam perkembangannya sejak tahun 1870 asas kebebasan

berkontrak telah mengalami kegagalan. Atiyah seperti

'Ibrahim dan Johannes Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis (Dalam

Persepsi Manusia Modern}, (Bandung: Refika Adifama, 2004}, hal.4o0.

*Ibid.
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dikutip Johannes Ibrahim berpendapat bahwa kegagalan
kebebasan berkontrak disebabkan o©leh masalah-masalah
yang ditimbulkan oleh externalities, monopoli  dan
kegagalan pasar lainnya, serta consumer ignorance.?

Kegagalan tersebut menyebabkan pemerintah harus
melakukan tindakan intervensi dalam kebebasan
berkontrak. Hal ini tampak dengan adanya campur tangan
oleh peraturan perundang-undangan terhadap kebebasan
berkontrak sejak peraturan perundang-undangan tersebut
dihasilkan oleh parlemen Inggris.®

Di Indonesia sendiri untuk membatasi asas kebebasan
berkontrak dalam hubungan antara produsen dan konsumen

dan untuk mengantisipasi berubahnya paradigma dalam

*Ibid. Externalities adalah biaya yang dibebankan kepada pihak-
pihak yang sebenarnya tidak harus memiknl biaya itr atau sebaliknya
fidak seharusnya menjadi manfaat bagi pihak-pihak 1lain, untuk mana
untuk imbalan Jjasa itu tidak dipercleh. Consumer Ignorance adalah
kedudukan konsumen yang tidak seimbang dengan produsen dikarenakan
produksi yang semakin besar dan proses distribusi barang yang semakin
panjang yang menyebabkan hubungan produsen dan konsumen akhirnya
menjadi Jjauh. Sehingga memunculkan “jembatan” antara preoduosen dan
konsumen akhirnya. Jembatan ini adalah konsumen-konsumen antara, yakni
distributor atau penyalur. Jembatan ini menyebabkan konsumen tidak
mendapatkan informasi vyang cukup mengenai barang yang akan mereka
konsumsi, selain itu juga produsen dapat menawarkan barang dengan
menggunakan system “take it” or “leawve it” sehingga konsumen tidak
mempunyai banyak pilihan apalagl dikarenakan tingkat kebutuhan konsumen
yang tinggi. Lihat Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,
{(Jakarta : Grasindo, 2000}, hal. 33.

i Ibid.
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hubungan antara produsen dan konsumen yang semula
mengharuskan konsumen yang harus berhati-hati menjadi
produsen yang harus berhati-hati, diuwndangkanlah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(selanjutnya disebut "“UUPK”} pada tanggal 20 April 1999.
UUPK mucul sebagai reaksi dari pemerintah untuk
melindungi konsumen vyang seringkali tidak mempunyai
posisi tawar yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat
dari adanya perjanjian baku vyang dibuat o©oleh pihak
produsen yang seringkali lebih menguntungkan pihak
produsen.

Munir Fuady mengartikan kontrak baku sebagai suatu
kentrak tertulis yang hanya dibuat oleh salah satu pihak
dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak
tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk
formulir-formulir terlbentu oleh salah satu pihak, yang
dalam hal 1ini ketika kontrak tersebut ditandatangani
umumnya para pihak hanya mengisikan data-data
informative Lertentu saja dengan sedikit atau tanpa
perubahan dalam klausula-klausulanya vyang sudah dibuat

oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya

kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya.
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disodorkan kontrak  baku tersebut tidak mempunyai

kesempatan untunk bernegosiasi dan hanya berada dalam

posisi “take it or leave it.”®

Dalam membahas kontrak baku patut juga dilihat
kontrak adhesi. Karena sebenarnya sifat adhesi di dalam
kontrak bakulah yang memungkinkan muncul dan dipakainya
klausula eksonerasi.® Yang dimaksud dengan kontrak adhesi
adalah kontrak baku yang mempunyal dua ciri yakni:

a. Disiapkan untuk ditandatangani oleh pihak yang dalam
posisi lebih lemah (biasanya konsumen);

b. Pihak yang lemah ini biasanya LlLidak mempunyai banyak
pilihan lagi selain menandatangani/ menyetujui kontrak
tersebut.’ :

Dua ciri tersebut disebut sifat adhesi dalam

kontrak baku. Sifat adhesi inilah yang dirasakan sebagai

Munir fuady, Hukvm Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003}, hal. 76. F—

fFerdie Soethiono, Klausula Eksonerasi Dalam Risalah Lelang
Eksekusi, (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006),
hal. 38.

“Ibid., hal. 39.
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peluang untuk mendiktekan kepentingannya pada pihak yang
lebih lemah.®

Kepentingan pihak yang lebih kuat adalah untuk
dapat dilepaskan dari segala tanggung Jjawab terhadap
pihak vang lebih lemah ataupun pihak ketiga, yang muncul
sebagai akibat pelaksanaan kontrak tersebut, baik
tanggung jawab karena Kkelalalan, wanprestasi, perbuatan
melawan hukum, force majeure, dan lain sebagainya. Maka
untuk mencapai tujuan tersebut dibuatliah suatu klausula
di dalam kontrak baku yang memiliki sifat adhesi yang
remungkinkan tercapainya maksud/ kepentingan pihak yang
lebih kuat seperti telah diuraikan di atas. Disinilah
point munculnya klausula eksonerasi, klausula eksonerasi
adalah Jjawaban bagi pihak vyang lebih kuat untuk
mewujudkan kepentingannya. 9

Klausula eksonerasi menurut Sidharta adalah
klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan
menghapus sama sekali tanggung Jjawab yang semestinya

dibebankan kepada pihak ©produsen/ penyalur produk

®Ibid., hal. 39-40.

9Tbid., hal. 40.
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(penjual) .!® Lemahnya posisi tawar konsumen dalam
hubungannya dengan preodusen membuat konsumen hanya
mempunyai dua pilihan, vyakni “take it or leave it” dan
seringkali kebutuhan keonsumen membuat konsumen tidak
bisa mempuﬁyai pilihan lain selain “take 1it” walaupun
jika dilihat dari isi klausula seringkali lebih
menguntungkan produsen. |

UUPK sudah mencoba melindungi kepentingan konsumen
dalam hal penggunaan klausula eksocnerasi, yakni melalui
Pasal 18. Namun, UUPK tidak menggunakan istilah klausula
eksonerasi, melainkan klausula baku. Pengertian klausula
baku berdasarkan Pasal 1 ayat (10) UUPK vyaitu setiap
aturan atau ketentuan dan syarat-syarat vyang telah
dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku
usaha vyang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh
konsumen. Namun, Jjika dilihat dari 1isi klausula baku
dalam Pasal 18 UUPK vyang mengaltur mengenai pembatasan
maupun penghapusan tanggung Jjawab pelaku usaha terhadap

risikce vyang mungkin timbul dari pelaksanaan kontrak,

shidarta, op.cit., hal. 120.

Pembebanan risiko..., Dian Oktarina, FH Ul, 2007




maka dapat disimpulkan bahwa klausula baku yang dimaksud
dalam UUPK adalah klausula ekscnerasi. Untuk selanjutnya
dalam tulisan ini istilah vyang dipakai adalah klausula
eksonerasi.

Pelaku usaha berdasarkan UUPK waiib untuk
menyesuaikan klausula eksonerasi vyang tidak sesuvai
dengan UUPK. UUPK bahkan menyatakan bahwa klausula yang
sesual dengan klausula yang dilarang penggunaannya oleh
UUPK dinyatakan batal demi hukum.'?

Klausula eksonerasi berbicara tentang suatu
pengalihan risiko yang dilarang oleh UUPK. Disisi lain,
BW sebagail payung hukum perdata juga mengatur mengenai
peralihan risike namun berlawanan dengan UUPK, masalah
pengalihan risiko adalah dibenarkan di dalam BW.
Peralihan risiko vyang dimaksud adalah dalam hal
terjadinya suatu keadaan force majeure. Subekti dalam
bukunya Pokok-Pokeok Hukum Perdata menggambarkan Force

majeure sebagail:

‘'Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Nomor 8
Tahun 1999, ps. 1B ay. 3 dan 4.
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keadaan keadaan “diluar kekuasaannya” si berhutang
dan “memaksa,” keadaan yang telah timbul itu juga
harus Dberupa suatu keadaan vyang Lidak dapat
diketahui pada waktu perjanijian itu dibuat,
setidak-tidaknya tidak dipikel risikonya oleh si
berhutang. Jika si berhutang berhasil dalam
membuktikan adanya keadaan vyang demikian itu, si
berhutang dapat terluput dari penghukuman, baik
yang berupa penghukuman untuk memenuhi perjanjian,
maupun penghukuman untuk membayar ganti kerugian.?!?

Walaupun klausula eksonerasi dan klauvsula force

majeure mengatur hal yang sama, yakni mengenal peralihan

risiko, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara

kedua klausula tersebut. Perbedaan antara kedua klausula

tersebut, vaitu:

1. Dalam klausula eksonerasi, pengalihan risiko tersebut

dilarang oleh undang-undang; sedangkan

2. Dalam klansula force majeure ada suatu daya pemaaf

dalam pengalihan risiko tersebut, sehingga pengalihan
rigsiko melalui force majeure dibenarkan oleh undang-

undang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa risiko merupakan

bagian vyang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi.

Risiko menurut Prof. Subekti, $.H. adalah:

1982),

‘2subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Bandung : PT. Intermasa,
hal. 150.
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kewajiban untuk memikul kerugian djikalau ada suatu
kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang
menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.?

r Dalam kegiatan  ekonomi, antara  produsen dan
konsumen sering tidak terdapat posisi tawar yang
seimbang. Posisi tawar yang tidak seimbang dalam hal ini
dapal: dilihat dari adanya perjanjian baku yang telah
disiapkan oleh salah satu pihak dan kebutuhan yang besar
pada salah satu pihak, sehingga pihak yang lainnva tidak
dapat menegosiasikan 1isi perjanjian tersebut.

Pihak vyang lebih kuat posisinya Lentu berusaha
untuk seminimal mungkin menanggung risiko. Pengalihan
risiko tersebut haruslah dalam bentuk klausula force
majeure agar dapat dibenarkan oleh undang-undang. Namun,
dalam perjanjian baku seperti telah dijabarkan tersebut
di atas, sering mengandung unsur adhesi sehingga dapat
menyebabkan terjadinya klausula eksonerasi. Yang menjadi
pertanyaan di sini adalah “Sejauh mana suatu pengalihan
risiko dapat dikategorikan kedalam klausula force

majeure?”

3Ibid., hal. 144.
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Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut
di atas, maka subyek penelitian vyang diambil untuk
membahas lebih jauvh mengenai pokok permasalahan dalam
tulisan ini adalah kontrak pembukaan rekening antara
perusahaan sekuritas dengan nasabahnya.

Perusahaan sekuritas atan yang dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal disebut sebagai
Perusahaan FEfek adalah Pihak yang melakukan kegiatan
usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang
Efek, dan atap Manajer Investasi.®

Penulis mengampil perusahaan efek . 4 dalam
kedudukannya sebagal Perantara Pedagang Efek, vakni
Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk
kepentingan sendiri atau pihak lain.?® Pemilik modal yang
ingin melakukan transaksi di  bursa efek, harus
menggunakan Jjasa perusahaan sekuritas {(selanjutnya
disebut  “perusahaan”) sebagail perantara perdagangan
efek. Perusahaan disini mempunyai posisi tawar vang

lebih kuat karena undang-undang mengakui kedudukannya

““Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, No. 8 Tahun 1995,
LN Hop. 84 Tahun 1995, TLN No. 3608, ps. 1 angka 21.

“rhid., ps. 1 angka 18,

10
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dalam kegiatan jual beli efek. Selain itue, perusahaan
bergerak di bidang yang kegiatan wusahanya mengandung
risiko yang tinggi.

Untuk dapat menjadi nasabah perusahaan efek “X7,
konsumen harus mempunyai rekening di perusahaan. Untuk
pembuikaan rekening, nasabah harus mengisi dan
menandatangani “Kontrak Pembukaan Rekening (Perorangan)”
(selanjutnya disebut “perjanjian”). Perjanjian tersebut
disajikan dalam bentuk perjanjian bakua, vyang telah
dipersiapkan terlebih dulu oleh perusahaan.

Klausuia yang akan ditelaah lebih dalam untuk
menjawab pertanyaan dalam karya ilmiah ini adalah pasal
14 perjanijian. Pasal tersebut mengatur  mengenail
pengalihan risiko bleh perusahaan kepada nasabah. Pasal
tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis, karena
jika dilihat secara sepintas klausula tersebut seperti
masuk dalam klausula force majeure, namun Jjika ditelaah
lebih dalam ada unsur-unsur dalam klausula tersebult yang
bisa menyebabkan klausula tersebut masuk dalam kategori
klausula eksonerasi.

Kebingungan inilah yang menggelitik rasa ingin tahu

penulis, seperti vyang sudah dikemukakan sebelumnya,

I
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bahwa persamaan antara klausula eksonerasi dan klausula
force majeure terletak pada isinya yang mengalihkan
risiko pada salah satu pihak dalam perjanjian. Jadi,
“Sejauh mana suvatu pengalihan risiko dapat dikategorikan
kedalam klausula force majeure?”, karena perusahaan
dapat berlindung dibalik klausula force majeure untuk

mengalihkan risiko—-risiko kepada pihak nasabah.

Pokck Permasalahan
Berangkat dari penggunaan dasar-dasar pembenar

(force majeure} dalam pengelolaan risiko Jjika dilihat

dari segi klausula eksonerasi dalam  UUPK, maka

penelitian ini difokuskan pada beberapa masalah vyang
dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah batasan penggunaan klausula force majeure
dalam Perjanjian agar tidak bertentangan dengan KUHPer
dan UUPK?

2. Mengingat kegiatan usaha perusahaan sekuritas
mengandung risiko yang tinggi, dapatkah perusshaan
sekuritas membebankan risikc vyang lebih luas dalam
klausula force majeure kepada nasabahnya sehingga

dapat menjadi klausula eksonerasi?

12
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C. Matode Penelitian

Penulisan ini akan mempergunakan metcde penelitian
yuridis normatif, yakni metode penelitian yang mengacu
kepada norma—-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan. -

Dari sudut sifatnya maka penelitian ini bersifat
deskriptif!®, yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu
individu, keadaan, gejala atau kelompeck tertentu. Dan
jika dilihat dari  bentuknya maka penelitian ini
merupakan penelitian preskriptif, vyaitu penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran—-saran
mengenal apa vyang harus dilakukan untuk mengatasi
masalah-masalah tertentu.’’

Pendekatan vyang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach)?®
karena yang akan diteliti adalah berbagal aturan hukum

yang menjadl fokus sekaligus tema sentral penelitian,

'“30erjono  Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3.,
{Jakarta : UI-PRESS, 19%56), hal. 10.

i rbid.

1*Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,
Cet. 1., (Malang: Bayumedia Pubiishing, 2005), hal. 248.
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Guna mendukung penelitian ini, diperlukan suatu
data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
Data sekunder digolongkan menjadi deua bahan huokem, yakni
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan
primer termasuk produk lembaga legislatif, antara 1lain
Undang-Undang Nomoxr 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan
Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan
peraturan pendukung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
tentang Pasar Modal. Sedangkan bahan hukum sekunder
meliputi artikel, tulisan dilmiah dan/atau makalah di

dalam jurnal maupun majalah hukum.

. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini akan texrdiri dari tiga bab
dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan vyang menguraikan latar
belakang masalah, peruwnusan masalah, metode penelitian,
dan terakhir mengenail sistematika penelitian.

Bab II terdiri dari dua sub bab, yakni:

a. Teori mengenal perjanjian, risiko, force majeure,

penggunaan klausula force majeure dan klausula
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eksonerasi dan penggunaan klausula menurut KUHPer,
asas dan perlindungan konsumen secara umuun dan dalaﬁ
UUPK;

b. Pembahasan mengenai klausula force majeure dalam
perjanjian agar tidak bertentangan dengan KUHPer dan
UUPK; karakteristik dari kegiatan perusahaan sekuritas
secara khusus untuek mengkaji risiko-risike vyang
dibebankan kepada nasabah; menelaah pasal 14
Perijanjian secara khusus untuk melihat apakah pasal
tersebut masuk kedalam kategori klausula eksonerasi
atau termasuk dalam klausula force majeure berdasarkan
Leori yang ada.

Bab III adalah penutup vang memual beberapa
kesimpulan dari jawaban terhadap permasalahan-
permasalahan yang dibahas serta beberapa saran vyang
terkait dengan pembebanan risiko pada salah satu pihak

dalam kaitannya dengan UUPK.
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Bab II

A. Pengalihan Risiko
1. Perjanjian

Di Indonesia, KUHPer merupakan payung hukum yang
mengatur mengenai perjanjian. Menurut Subekti, yang
dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di
mana Sseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana
dua orang ituw saling Dberjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut timbullah suatu
hubungan hukum antara dua pihak tersebut yang disebut
dengan perikatan.

Perikatan adalah

“suatu perhubungan hukum antara dua orang atau
dua pihak, berdasarkan mana pihak vyang satu
berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain,
dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi
tuntutan tersebut.!®”

'*  Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 19, (Jakarta: Intermasa,
2002), hal. 1.
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Buku III KUPer vyang mengatur tentang perikatan
mempunyai sifat vyang terbuka terkait dengan asas
kebebasan berkontrak, artinya pasal-pasal dalam KUHPer
tersebut bersifat sebagai pelengkap saja. Hal tersebut
menyebabkan para pihak dalam membuat perjanjian
diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang
menyimpang dari KUHPer, untuk hal-hal vang tidak
diatur secara lengkap dalam perjanjian tersebut
barulah mengacu pada aturan yang terdapat dalam
KUHPer.

Asas kebebasan berkontrak tersebut dapat
disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1)} KUHPer vyang
berbunyi, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka vyang
membuatnya.”

Dibuat secara sah disinl berarti perjanjian
tersebut dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPer. Dalam
pasal tersebut terdapat empat syarat vyang harus
dipenuhi agar suatu perijanijian tersebut dapat
dikatakan sah, yakni adanya kata sepakat antara mereka

yang mengikatkan dirinya; pihak-pihak vyang membuat
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perjanjian haruslah cakap; mengenai hal tertentu; dan
sueatu sebab yang halal.

Dari pasal 1320 KUHPer tersebut Subekti
menyimpulkan bahwa dalam perjanjian terdapat asas
konsensualisme. Yang dimaksud dengan asas

konsensualisme adalah

“pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang
timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik
tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain,
perjanjian tersebut sudak sah apabila sudah
sepakat mengenail hal-hal yang pokok dan tidaklah
diperlukan suatu formalitas.”Z°

Namun, untuk perjanjian-perjanjian tertentu terdapat
pengecualian asas konsensualisme, Yyang oleh undang-
undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu
dengan ancaman batalnya perjanjian tersebut.

Dengan dipenuhinya syarat-syarat sah perjanjian
maka timbullah suatu perikatan antara para pihak
tersebut, vyang menyebabkan harus dipenuhinya suatu

prestasi oleh salah satu pihak. Ada tiga macam

Thid., hal. 15.
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prestasi Dberdasarkan cara melaksanakan perjanjian,

vakni:

a. Perijanjian untuk remberikan/menyerahkan suatu
barang;

b. Perjanjian untuk berbuat sesuat;

c. Perjaﬁjian vntuk tidak berbuat sesuatu.

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian
tersebut tidak dapat melaksanakan prestasi yang sudah
diperjanjikan, maka dapat dikatakan bahwa ia telah
wanprestasi, yang berarti prestasi buruk.?' Wanprestasi
{kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam,

vakni:

a. Tidak melakukan apa vyang disanggupi dapat
dilakukannya;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi
tidak sebagaimana dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanijikannya ftetrapi
terlambat:;

d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak
boleh dilakukannya.??

! rhid., hal. 45.

2 rbid., hal. 45.
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Ada empat macam sanksi terhadap debitur vyang

wanprestasi, yaknirs

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur
atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;

b. Pembatalan perjanjian atan juga dinamakan
pemecahan perjanjian;

c. Peralihan risiko;

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai
diperkarakan di depan hakim.??

Ganti-rugi terdiri dari tiga unsur, yakni biaya,
rugi dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah
segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata
sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Sedangkan vyang
dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan
barang-parang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh
kelalaian si debitur. Dan yang dimaksud dengan bunga
adalah kerugian vang berupa kehilangan keuntungan.

Berdasarkan pasal 1247 dan 1248 BW, maka dapat
dilihat bahwa pemberian ganti-rugi dibatasi, hanya
meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan

akibat langsung dari wanprestasi.

B Ibid., hal. 45.
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Mengenai akibat wanprestasi yang berupa
pembatalan perjanjian, diatur dalam pasal 1266 KUHPer,
yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selamanya
dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal
balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya. Pasal tersebut Jjuga menyatakan bahwa
suatu perjanjian tidak batal demi hukum dalam keadaan
yang demikian, melainkan harus meminta pembatalan
kepada hakim.

Subekti juga mengingatkan bahwa perjanjian harus
dilandasi dengan itikad baik, sehingga para pihak
dalam perjanjian seharusnya tidak menuntut pembatalan
perjaniian untuk suatu kesalahan vyang kecil. Hal
tersebut mengingat akan adanya pihak yang dirugikan
dengan pembatalan perjanjian tersebut, mengingat bahwa
dengan pembatalan perjanjian maka keadaan para pihak
adalah sama seperti sebelum adanya perjanjian yang
dibatalkan tersebut. Perjanijian yang dibatalkan
tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Sanksi vyang ketiga adalah mengenai peralihan
risiko. Mengenai risiko akan dibahas dalam sub bab

tersendiri. Sedangkan mengenal pembayaran ongkos
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perkara disimpulkan oleh Subekti dari Hukum Acara
Perdata, vyakni pasal 181 ayat (1) H.I.R. yang mana
pihak yang dikalahkan waijib membayar perkara,
mengingat debitur yang lalai tentu akan dikalahkan

apabila sampai terjadi suatu perkara di depan hakim.

Risiko
Subekti memberi definisi risiko sebagai kewajiban

untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di

luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda

vang dimaksudkan dalam perjanjian. Risiko merupakan
bagian dari kegiatan usaha sehingga pengaturan
mengenai risiko akan mempengaruhi tingkat keuntungan
seseorang.,

KUHPer mengatur mengenai risiko dalam beberapa
pasal, yakni:

a. Pasal 1237. Pasal 1237 mengatur mengenal perjanjian
yang hanya meletakkan kewajiban pada salah satu
pihak saja {eenzijdige overeenkomst), yakni
mengenai pemberian suatu barang tertentu, sejak
lahirnya perjanjian maka risiko ditanggung oleh

orang yang berhak menagih  penyerahan barang
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tersebut. Namun, apabila barang tersebut tidak
dapat diserahkan oleh orang yang berkewaijiban untuk
menyerahkan barang tersebut karena kelalaiannya,
maka risiko tersebut ditanggung sendiri oleh orang
yang lalai tersebut, kecuali ia dapat membuktikan
bahwa barang tersebut akan tetap hapus walaupun
sudah diserahkan.

Contoh: Jikalau seseorang menjanjikan akan
memberikan seekor kuda (schenking) dan kuda ini
sebelum diserahkan mati karena disambar petir, maka
perjanijian dianggap hapus. Orang yang harus
menyerahkan kuda bebas dari kewajiban  untuk
menyerahkan. Ia pun tidak usah memberikan sesuatu
kerugian dan akhirnya yang menderita kerugian ini

ialah orang yang akan menerima kuda itu.?*!

Akan tetapi, menurut pasal tersebut
seterusnya, bila si berutang (yang harus
menyerahkan barang tersebut) lalai dalam

kewajibannya untuk menyerahkan barangnya, maka

sejak saat itu risiko berpindah di atas pundaknya,

Zisubekti,  Pokok-Pokok  Hukum Perdata, cet. 31, (Jakarta:
Intermasa, 2003), hal. 144,
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meskipun ia masih juga dapat dibebaskan dari
pemikulan risiko itu, Jjika ia dapat membuktikan
bahwa barang tersebut juga akan hapus seandainya
sudah berada di tangan si berpiutang sendiri.?
. Pasal 1460. Pasal 1460 mengatur mengenai perjanjian
jual beli. KUHPer membebankan tanggung Jjawab pada
pihak pembeli sejak perjanjian tersebut lahir,
sehingga Jjika penjual bukan karena lalainya tidak
dapat menyerahkan barang tersebut, penjual tetap
dapat menuntut harga pembayaran yang belum dibayar.
Menilik riwayatnya, jelaslah sudah, bahwa
pasal tersebut oleh pembuat undang-undang dikutip
dari Code Civil Perancis. Tetapi, dalam sistem Code
Civil apa vyang dicantumkan dalam pasal 1460 itu
memang tepat, karena di situ berlaku peraturan
bahwa dalam hal perjanjian jual beli, hak milik
atas barang berpindah seketika pada saat ditutupnya
perjanjian. Jadi tidak seperti dalam sistem B.W. di

mana masih harus dilakukan penyerahan untuk

Srbid., hal. 144-145.
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memindahkan hak milik dari penjual kepada si
pembeli.?®

Menurut Subekti, adanya perbedaan sistem
tersebut, menyebabkan pengadilan di Belanda
mengeluarkan suatu yurisprudensi untuk mengurangi
keganjilan tersebut. Yurisprudensi di Belanda sudah
mengambil jalan menafsirkan pasal 1460 secara
sempit. Pitunjuknya pada perkataan “barang
tertentu” yang harus diartikan sebagai barang yang
dipilih dan ditunjuk oleh pembeli, dengan
pengertian tidak lagi dapat ditukar dengan barang
lain. Dengan membatasi berlakunya pasal 1460
seperti itu, keganjilan sudah agak dikurangi. 8i
pembeli yang sudah menunjuk sendiri barang yang
dibelinya, dapat dianggap seolah-olah menitipkan
barangnya sampai barang itu dihantarkan ke rumahnya
{dalam hal diperjanjikan bahwa penyerahan akan
terjadi di rumah pembeli). Selain dari itu,
berlakunya pasal 1460 dibatasi lagi, yaitu ia hanya

dipakai jika yang terjadi itu adalah suvatu keadaan

% rbid., hal. 146.
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memaksa yang mutlak (absolute overmacht) dalam arti
bahwa barang vyang dibeli tetapi belum diliver itu
musnah sama Sekali. Kalau keadaan memaksa hanya
bersifat tak mutlak saja (relative overmacht),
misalnya sekonyong—-koyongnya oleh pihak berwajib
dikeluarkan larangan untuk mengekspor suatu macam
barang, sedangkan barang vyang dibeli terkena
larangan itn, sehingga tidak bisa dikirimkan kepada
pembeli, maka akan dirasakan sangat ganjil apabila
pembeli ini masih diwajibkan membayar harganya,
padahal si penjual tetap memiliki barang itu.?
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung dengan
surat edarannya No. 3 tahun 1963 telah menyatakan
beberapa pasal dari B.W. tidak berlakw lagi, antara
lain pasal 1460 tersebut. Dalam anggapan kami,
surat edaran Mahkamah Agung itu merupakan suatu
anjuran kepada semua Hakim dan Pengadilan untuk

membuat yurisprudensi vang menyatakan pasal 1460

2'subekti, Aneka Perjanjian, cet. 10, (BRandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1995}, hal.26-27.
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tersebut sebagai pasal yang mati dan karena itu
tidak boleh dipakai lagi.?®

c. Pasal 1545. Pasal 1545 mengatur mengenai perjanjian
timbal-balik, yakni mengenai perjanjian pertukaran
barang. KUHPer dalam hal ini meletakkan risiko di
atas pundak si pemilik barang sendiri dan hapusnya
barang sebelum penyerahan membawa pembatalan
perjanjian.?

Pengaturan mengenali pembebanan risiko dalam
KUHPer mempunyail pengaturan yang bertentangan. Menurut
Subekti, apa yang ditetapkan untuk perjanjian
pertukaran, yakni pasal 1545 KUHPer adalah asas vang
berlaku pada umumnya terhadap perjanjian-perjanjian
vang meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak.
Pengaturan pada perjanjian jual beli, yakni pasal 1460
KUHPer harus dipandang sebagai pengecualian, karena
untuk perjanjian timbal kalik, sudah sewajarnya dan

seadilnya bila satu pihak tidak memenuvhi kewajibannya,

2 Ibid.

Bgubekti, op. cit., hal. 146.
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maka pihak yang lain juga dibebaskan dari
kewajibannya.*°

KUHPer memang mengatur mengenail peletakan risiko.
Namun, perlu dicermati, bahwa pembebanan risiko
tersebut tidak berarti bisa membebaskan pihak yang
tidak dibebani risiko apabila ia ternyata wanprestasi
atau ingkar janji. Hal ini dapat dilihat dari adanya
pengaturan oleh KUHPar terhadap akibat-akibat
wanprestasi.

Pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasi
karena ingkar janji menurut Subekti dapat dituntut
salah satu dari empat hal dibawah ini, yaitu:

a. Diminta melaksanakan perjanjian walaupun sudah
terlambat:;

b. Diminta penggantian kerugian saja, yakni kerugian
yvang diderita pihak lain karena perjanjian tersebut

tidak dilaksanakannya atau terlambat dilaksanakan,

atau dilaksanakan tetapi tidak . ssebagaimana
mestinya;
Y Ibid.
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c. Diminta melaksanakan perjanjian disertai dengan
penggantian kerugian vyang diderita oleh pihak
lainnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan
perjanjian;

d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan
kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak
memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta
kepada hakim supavya perjanjian dibatalkan, disertai
dengan permintaan penggantian kerugian.®

Agar terlepas dari tuntutan yang berat karena
wanprestasi, pihak vyang lalai dapat mengajukan
pembelaan dengan mengajukan keadaan-keadaan diluar
kekuasaannya yang memaksanya hingga ia tidak dapat
melaksanakan perjanjian {overmacht}.

Overmacht atau keadaan memaksa atau force majeure
dapat membebaskan pihak yang tidak dapat melaksanakan
perjaniian karena keadaan-keadaan tertentu dari
tuntutan-tuntutan yang disebabkan oleh wanprestasi.

Disini dapat dikatakan bahwa force majeure merupakan

alasan pemaaf, sehingga risiko atas tidak dapat

Ngubekti, op. cit., hal. 45.

29

Pembebanan risiko..., Dian Oktarina, FH Ul, 2007



dilaksanakan suatu prestasi berdasarkan perjanjian
ditanggung o¢leh pihak lainnya vyang berhak atas
pemenuhan prestasi tersebut.

Dalam membahas mengenai pembebanan risiko atas
force Imajeure dalam BW ada baiknya Jjuga dilihat
mengenail klausula eksonerasi menurut hukum
perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen
muncul sebagai akibat dari gagalnya asas kebebasan
berkontrak.®® Selain itu, KUHPer merupakan payung hukum
vang bersifat umum dan hukum perlindungan konsumen

merupakan lex specialist nya.

Force Ma‘jeure

Force Mejeure diatur dalam pasal 1244 dan 1245
KUHPer. Untuk mengetahui mengenai apa yang dimaksud
dengan force majeure menurut KUHPer, maka ada perlu
kita telaah mengenai bunyi dari pasal-pasal tersebut.

Pasal 1244 KUHPer bkerbunyi:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus
dihukum mengganti biaya, rugl dan bunga apabila

2Thrahim dan Johannes Lindawaty Sewu, loc. cit.
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ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau
tidak pada waktu vyang tepat dilaksanakannya
perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak
terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan
padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk
tidaklah ada padanya.

Pasal 1245 KUHPer berbunyi:

Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya,
apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran
suatu kejadian tak disengaja si berutang
berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang
diwajibkan, atauw lantaran hal-hal sama telah
melakukan perbuatan yang terlarang.

Menurut = Subekti, dua pasal tersebut dapat
dikatakan sebagal doublure, vyakni dua pasal vyang
mengatur suatu hal yang sama. Hal tersebut vyaitu
dibebaskannya debitur dari kewajiban mengganti
kerugian, karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan
memaksa.

Keadaan memaksa atau force majeure menurut pasal-
pasal tersebut adalah suatu alasan untuk dibebaskan

dari kewajiban membayar ganti rugi.?® Alasan vyang

Bgubekti, op. cit., hal. 55.
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dilaksanakan suatu prestasi berdasarkan perjanjian
ditanggung o©leh pihak lainnya yang berhak atas
pemenuhan prestasi tersebut.

Dalam membahas mengenai pembebanan risiko atas
force majeure dalam BW ada Dbaiknya juga dilihat
mengenai klansula eksonerasi menurut hukum
perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen
muncul sebagai akibat dari gagalnya asas kebebasan
berkontrak.? Selain itu, KUHPer merupakan payung hukum
yvang bersifat uvmum dan hukum perlindungan konsumen

merupakan lex specialist nya.

Force Majeure

Force Mejeure diatur dalam pasal 1244 dan 1245
KUHPer. Untuk mengetahui mengenai apa vang dimaksud
dengan force majeure menurut KUHPer, maka ada perlu
kita telaah mengenai bunyi dari pasal-pasal tersebut.

Pasal 1244 KUHPer berbunyi:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus
dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila

Ibrahim dan Johannes Lindawaty Sewu, loc. cit.
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ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau
tidak pada waktu vyang tepat dilaksanakannya
perikatan itu, disebabkan suatu hal vyang tak
terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan
padanya, kesemuanya itu pun jika 1itikad buruk
tidaklah ada padanya.

Pasal 1245 KUHPer berbunyi:

Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya,
apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran
suatu kejadian tak disengaja si berutang
berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang
diwajibkan, atau lantaran hal-hal sama telah
melakukan perbuatan yang terlarang.

Menurut = Subekti, dua pasal tersebut dapat
dikatakan sebagai doublure, vyakni dua pasal vyang
mengatur suatu hal yang sama. Hal tersebut vyaitu
dibebaskannya debitur dari kewajiban mengganti
kerugian, karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan
memaksa.

Keadaan memaksa atau force majeure menurut pasal-
pasal tersebut adalah suatu alasan untuk dibebaskan

2

dari kewajiban membayar ganti rugi.?**® Alasan an
] yang

3subekti, op. ¢it., hal. 55.
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dilaksanakan suatu prestasi berdasarkan perjaniian
ditanggung oleh pihak 1lainnya vyang berhak atas
pemenuhan prestasi tersebut.

Dalam membahas mengenai pembebanan risiko atas
force majeure dalam BW ada baiknya Jjuga dilihat
mengenai klausula eksonerasi menurut hukum
perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen
muncul sebagai akibat dari gagalnya asas kebebasan
berkontrak.3? Selain itu, KUHPer merupakan payung hukum
vang bersifat uvumum dan hukum perlindungan konsumen

merupakan lex specialist nya.

Force Majeure

Force Mejeure diatur dalam pasal 1244 dan 1245
KUHPer. Untuk mengetahui mengenai apa yang dimaksud
dengan force majeure menurut KUHPer, maka ada perlu
kitg telaah mengenai bunyi dari pasal-pasal tersebut.

Pasal 1244 KUHPer berbunyi:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus
dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila

¥1pbrahim dan Johannes Lindawaty Sewu, loc. cit.
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ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau
tidak pada waktu vyang tepat dilaksanakannya
perikatan itu, disebabkan suatu hal vyang tak
terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan
padanya, kesemuanya itu pun 3jika itikad buruk
tidaklah ada padanya.

Pasal 1245 KUHPer berbunyi:

Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya,
apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran
suatu kejadian tak disengaija s1 berutang
berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang
diwajibkan, atau lantaran hal-hal sama telah
melakukan perbuatan yang terlarang.

Menurut Subekti, dua pasal tersebutr  dapat
dikatakan sebagai doublure, vyakni dua pasal vyang
mengatur suatu hal yang sama. Hal tersebut vyaitu
dibebaskannya debitur dari kewajiban mengganti
kerngian, karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan
memaksa.

Keadaan memaksa atau force majeure menurut pasal-
pasal tersebut adalah suatu alasan untuk dibebaskan

3

dari kewajiban membayar ganti rugi.®® Alasan vyang

3Bgubekti, op. cit., hal. 55,
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dimaksud adalah suatu keadaan yang tak terduga, tak
disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada
debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa
tidak dapat menepati janjinya.™*

Keadaan-keadaan yang mengakibatkan force majeure
tersebut masih dalam arti yang abstrak. Disebut
abstrak karena tidak terdapat batasan vyang Jjelas
mengenai keadaan-keadaan tersebut. Untuk mengetahui
batasan suatu keadaan dapat disebut tak terduga, tak
disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan serta
memaksa, terdapat dua teori, yakni:

1) Teori Obyektif
Dalam teori obyektif menuntut suatu keadaan
kemustahilan yang mutlak. Maksud dari kemustahilan
yvang mutlak menurut Asser’s adalah suatu keadaan
yang menyebabkan setiap orang tidak mungkin sama
sekali dapat memenuhi perikatan tersebut baik
secara logis maupun teoritis.

2) Teori Subyektif

*rbid., hal. 56.
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Dalam teori subyektif menuntut suatu keadaan
kemustahilan vyang relatif. Untuk teori subyektif,
Asser’s mengelompokkan tecori ini dalam dua kelompok
perkara, yakni:

a) Perkara yang secara teoritis tidak mungkin bagi
setiap orang, namun mungkin bagi si berutang ini.
Misalnya si berutang jatuh sakit;

b} Perkara yang secara teoritis masih mungkin, namun
secara praktis telah terlampau berat.?

Dalam dua teori tersebut, baik obyektif maupun
relatif, culpa (utang, kealpaan) memainkan peranan
yang sama, sejauh mana bila si berutang sendiri yang
bersalah atas kemustahilannya.’® Dalam perkembangannya,
teori obyektif telah memasukkan Unsur-unsur
kemustahilan subyektif, namun tetap memegang teguh
persyaratan bahwa kemustahilan tersebut tetap harus

berlaku bagi setiap orang.

33¢C. Asser's, Pengajian Hukum Perdata Belanda, cet. 3, (Jakarta:

Dian Rakyat, 1967}, hal. 340,

¥1bid., hal. 339.
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dimaksud adalah suatu keadaan yang tak terduga, tak
disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada
debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa
tidak dapat menepati janjinya.™
Keadaan-keadaan vyang mengakibatkan force majeure
tersebut masih dalam arti vyang abstrak. Disebut
abstrak karena tidak terdapat batasan vyang jelas
mengenai keadaan-keadaan tersebut. Untuk mengetahui
batasan suatu keadaan dapat disebut tak terduga, tak
disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan serta
memaksa, terdapat dua teori, yakni:
1) Teori Obyektif
Dalam teori obyektif menuntut suatu keadaan
kemustahilan yang mutlak. Maksud dari kemustahilan
yvang nmutlak menurut Asser’s adalah suvatu keadaan
yang menyebabkan setiap orang tidak mungkin sama
sekali dapat memenuhi = perikatan tersebut baik
secara logis maupun teoritis.

2} Teori Subyektif

*TIbid., hal. 56.
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Dalam teori subyektif menuntut suatu keadaan
kemustahilan yang relatif. Untuk teori subyektif,
Asser’s mengelompokkan teori ini dalam dua kelompok
perkara, yakni:

a) Perkara yang secara teoritis tidak mungkin bagi
setiap orang, namun mungkin bagi si berutang ini.
Misalnya si berutang jatuh sakit;

b) Perkara yang secara teoritis masih mungkin, namun
secara praktis telah terlampau berat.®?

Dalam dua teori tersebut, baik obyektif maupun
relatif, culpa {utang, kealpaan) memainkan peranan
yang sama, sSejauh mana bila si berutang sendiri yang
bersalah atas kemustahilannya.?® Dalam perkembangannya,
teori obyektif telah memasukkan unsur-unsur
kemastahilan subyektif, namun %tTetap memegang teguh
persyaratan bahwa kemustahilan tersebut tetap harus

berlaku bagi setiap orang.

*®*C. BAsser’s, Pengajian Hukum Perdata Belanda, cet. 3, (Jakarta:

Dian Rakyat, 1967), hal. 340.

3¢1bid., hal. 339.

33

Pembebanan risiko..., Dian Oktarina, FH Ul, 2007

E T Y TP RN E S



dimaksud adalah suatu keadaan yang tak terduga, tak
disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada
debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa
tidak dapat menepati janjinya.>
Keadaan—-keadaan yang mengakibatkan force majeure
tersebut masih dalam arti vyang abstrak. Disebut
abstrak karena tidak terdapat batasan vyang jelas
mengenai kéadaan—keadaan tersebut. Untuk mengetahui
batasan suatu keadaan dapat disebut tak terduga, tak
disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan serta
memaksa, terdapat dua feori, yakni:
1) Teori Obyektif
Dalam teori obyektif menuntut suatu keadaan
kemustahilan vyang mutlak. Maksud dari kemustahilan
yang mutlak menurut Asser’s adalah suatu keadaan
yvang menyebabkan setiap orang tidak mungkin sama
sekali dapat memenuhi perikatan tersebut baik
secara logis maupun teoritis.

2} Teori Subyektif

¥ Ibid., hal. 56.
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Dalam teori subyektif menuntut suatu keadaan
kemustahilan yang relatif. Untuk teori subyektif,
Asser’s mengelompokkan teori ini dalam dua kelompok
perkara, yakni:

a) Perkara yang secara teoritis tidak mungkin bagi
setiap orang, namun mungkin bagi si berutang ini.
Misalnya si berutang jatuh sakit;

b) Perkara yang secara teoritis masih mungkin, namun
secara praktis telah terlampau berat.*®
Dalam dua teori tersebut, baik obyektif maupun

relatif, culpa (utang, kealpaan) memainkan peranan
yang sama, sejauh mana bila si berutang sendiri yang
bersalah atas kemustahilannya.?® Dalam perkembangannya,
teori obyektif telah memasukkan unsur-unsur
kemustahilan subyektif, namun tetap memegang teguh
persyaratan bahwa kemustahilan tersebut tetap harus

berlaku bagi setiap orang.

3¢, hsser’s, Pengajian Hukum Perdata Belanda, cet. 3, {Jakarta:

Dian Rakyat, 1967), hal. 3240.

3¥rpid., hal. 339.
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Suatu keadaan baru dapat dikatakan sebagai Force
majeure bila memenuhi tiga unsur, yaitu:®’
1) Prestasi harus menjadi mustahil obyektif;

Prestasi harus menjadi mustahil obyektif,
maksudnya adalah prestasi tersebut tidak dapat
dipenuhi oleh setiap orang. Dalam hal ini
berdasarkan teori obyektif, dimana setiap orang
baik secara tecoritis maupun legis tidak dapat
memenuhil perikatan ini.

Asser's memberikan dalil terhadap peraturan

force majeure sebagai berikut:

5i berutang bisa menunjuk pada force majeure
dalam hal terciptanya diluar salahnya suatu
rintangan untuk menunaikannya, vyang tidak
termasuk resikonya.

Menurut Asser’s, ajaran mengenai force majeure
dikuasail pertanyaan, “Sejauh mana penunaian harus
dirintangi untuk dapat dikatakan sebagail force

majeure?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita

3 r1pid., hal. 346.
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2)

perlu melihat kembali ke teori mengenai force
majeure.

Dalam teori  obyektif, rintangan  tersebut
haruslah tidak dapat diatasi oleh setiap orang,
baik secara logis maupun teoritis. Dalam teori
subyektif, rintangan tersebut memperhitungkan
keadaan-keadaan pribadi dari debitur. Namun, dalam
teori subyektif terdapat kelemahan, karena
batasannya vang begitu samar—-samar, sehingga tidak
ada batasan vyang pasti mengenal suatu rintangan
yang dapat dikategorikan sebagai force majeure.

Si debitur tidak bersalah atas terciptanya
kemustahilan tersebut:

Rintangan untuk melaksanakan perikatan harus
tercipta diluar kesalahan si berutang. Kesalahan
tersebut haruslah secara obyektif bukan disebabkan
oleh si berutang, maksudnya adalah si berutang
harus bersikap sebagal “seorang kepala rumah tangga
yang baik?”, maksudnya dalam melakukan suatu
tindakan, si berutang haruslah teliti dan cermat.

51 berutang dituntut untuk bertindak berdasarkan
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3)

kebiasaan vang ada untuk menghindarkan suatu
rintangan agar tidak menyebabkan cidera janji.
Rintangan tidak boleh dijatuhkan atas risiko dari
51 berutang.

Unsur yang ketiga, yakni rintangan tidak boleh
dikenakan sebagai risikce bagi si berutang. Risiko
yang ada tidak dinyatakan sebagai risike si
berutang oleh undang-undang, atau berdasarkan
kesepakatan, atau menurut pendapat-pendapat yang
lazim berlaku. Yang sering menimbulkan pertentangan
adalah mengenai risike yang harus ditanggung oleh
si berutang berdasarkan pendapat-pendapat vyang
lazim berlaku.

Asser’s mengemukakan bahwa menurut pendapat-
pendapat yang lazim berlaku, si berutang harus
bertanggung jawab atas risiko bila rintangan dapat
diperkirakan sebelumnya dan bila disebabkan oleh
keadaan mengenai si berutang secara pribadi. Untuk
hal-hal vyang tidak termasuk dalam dwua hal tersebut
di atas, si berutang tidak bertanggung jawab,
kecuali tidak ditentukan 1lain c¢leh undang-undang

maupun berdasarkan kesepakatan para pihak.
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Asser’s mengemukakan mengenail tanggung jawab
si berutang atas risiko apabila rintangan dapat
diperkirakan sebelumnya adalah berdasarkan pasal
1244 KUHPer. Hal tersebut dilihat dari kalimat,
“.disebabkan suatu hal yang tak terduéa,m."

Tanggung jawab si berutang atas hal yang dapat
diduga adalah wajar. Dasar pemikirannya adalah
bahwa Jjika ada hal-hal tertentu vyang dapat
diperkirakan akan menjadi rintangan untuk memenuhi
perikatan, maka sudah sewajarnya jika si berpiutang
mengharapkan si beruftang untuk melakukan upaya agar
rintangan @ tersebut tidak menghalanginya untuk
memenuhi perikatan. Asser’s juga mengemukakan bahwa
dalam peradilan dan dalam literatur, pada umumnya
diterima pendapat bahwa suatu kejadian vang dapat
diperkirakan akan terjadi, tidak akan menyebabkan
force majeure.

ﬁamun, yang menjadi pertanyaan kemudian
adalah, “Kapankah sebuah keadaan dapat diperkirakan
akan terjadi?” Untuk 1itu tidak cukup bPkila itu
dianggap “mungkin” akan terjadi. Dalam hal itu

tidak akan pernah akan bisa dilakukan penunjukan

37

Pembebanan risiko..., Dian Oktarina, FH Ul, 2007

I [T



atas force majeure, karena apa saja vyang tidak
“mungkin”? 0©leh karena itu orang menghendaki bahwa
halangan pada waktu perikatan dibuat, sedemikian
rupa dapat diduga, sehingga secorang si berutang
yang wajar dan berhati = hati akan
memperhitungkannya. *

Keadaan ataw halangan yang dapat diajukan
force majeure haruslah sedemikian rupa tidak dapat
diperkirakan pada saat perikatan dibuat, sehingga
si berutang tidak dapat mengambil langkah untuk
mengatasinya walaupun ia secara wajar sudah
berhati~hati. Namun, walaupun si berutang tidak
mencantumkan swatu keadaan sebagal dapat diduga, ia
tidak dapat mengajukan force majeure atas keadaan
yang karena pengetahuan dan pengalamannya
seharusnya mengetahui keadaan tersebut sebagai
dapat diduga. Jadi, pengetahuan dan pengalamannya
seharusnya membuat ia mengetahui swuatu halangan
sebagai dapat diduga, walaupun ia tidak

menyatakannya secara jelas.

*®rbid., hal. 353.
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Untuk hal-hal vang dapat didpga menjadi 1
halangan dalam pemenuhan perikatan, para pihak ;————
dapat memperjanjikan mengenai siapa yang menanggung
risiko atas swatu hal yang dapat diduga menjadi
halangan. Dengan demikian, menurut Asser’s, force
majeure dapat juga diperluas berdasarkan perjanjian
bahwa si berutang tidak menerima resiko untuk hal- :
hal yang dapat diduga menjadi halangan.

Jika tidak ada perjanjian antara para pihak
mengenai halangan-halangan yang dapat menjadi
keadaan force majeure, maka halangan-halangan yang
tidak dapat dimintakan sebagai keadaan force
majeure adalah halangan-halangan vang dapat diduga
dan merupakan akibat dari keadaan-keadaan mengenai -
pribadi si berutang.

Suatu halangan vyang merupakan akibat dari
keadaan yang mengenail pribadi si berutang, bukanlah
spatu sebab yang “asing”, vang tidak dapat

9

dijadikan tanggung Jjawabnya.?* Namun, BAsser’s djuga

memberikan pernyataan, bahwa tidak semua keadaan

3 rbid., hal. 354.
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yang mengenai pribadi si berutang tak dapat
dikatakan sebagai force majeure, semuanya

tergantung dari keadaan tiap-tiap kasus.

3. Klausula Eksonerasi

Sebelum membahas menelaah mengenai klausula
eksonerasi menurut KUHPer, asas dan perlindungan
konsumen pada uvmumnya serta menurut UUPK maka akan
dibahas mengenai asas penyalahgunaan keadaan. Asas ini
berguna untuk memberi gambaran antara hubungan KUHPer

dan hukum perlindungan konsumen.

a. Asas Penyalahgunaan Keadaan

Salah satu asas mengenai perjanjian dalam
KUHPer adalah asas kebebasan berkontrak. Asas
tersebut disimpulkan dari pasal 1320 KUHPer vyang
memberikan empat syarat sah swvatu perjanjian,
yakni: kata sepakat diantara para pihak; kecakapan:
hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Sedangkan
pasal 1321 KUHPer memberikan tiga alasan suatu
perjanjian dapat dimintakan pembatalan, yakni

adanya unsur khilaf, paksaan dan penipuan.
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Shidarta menyatakan bahwa KUHPer vang
merupakan warisan koleonial Belanda telah mengalami
perubahan di negaranya sendiri. Dalam hal ini
adalah ditambahnya satu alasan lagi mengenai
pembatalan perjanjian yang di Belanda dicantumkan
dalam Buku III Pasal 44 ayat (1) BW vyang baru.
Alasan tersebut adalah penyalahgunaan keadaan atau
misbruik van omstandigheden.

Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan
kondisi yang ada pada saat kesepakatan terjadi.
Kondisi itu membuat ada salah satu pihak berada
dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan
kehendaknya. Itw sebabnya, ada ahli yang
berpendapat penyalahgunaan keadaan 1ini sebagai
salah satu dari cacat kehendak juga.®®

Shidarta juga menyatakan bahwa penvalahgunaan
keadaan juga sejak dulu bukanlah hal dapat
dibenarkan oleh hukum. Penyalahgunaan keadaan sejak

dulu dimasukkan sebagai keadaan yang bertentangan

%shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta:

Grasindo,

2000}, hal. &9,
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dengan ketertiban umum atau kebiasaan baik (geode
zeden) .

Menurut wvan Dunné, penyalahgunaan keadaan
terjadi karena ada dua unsur, yaitu kerugian bagi
salah satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh
pihak lain.?®

Dari wunsur vyang kedua itu, timbul sifat
perbuatan, vyaitu adanya keunggulan pada salah satu
pihak, vyang bersifat ekonomis dan/atau psikologis.
Keunggulan ekonomis terjadi bila posisi kemampuan
ekonomi kedua belah pihak tidak seimbang sehingga
salah satuw bergantung pada vang lain. Pada
keunggulan psikologis, boleh Jjadi ketergantungan
ekonomi ditu tidak ada, tetapi salah satu pihak
mendominasi secara kejiwaan. Kondisi ini tercipta
karena: (1} adanya ketergantungan relatif (misalnya
orang tua dan anak, suami dan istri, dokter dan
pasien, pendeta dan Jjemaatnya), dan (2) salah satu
pihak menyalahgunakan keadaan pihak lain untuk

kepentingannya. Keadaan yang dimaksud disebabkan,

“1rhid., hal. 70.
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misalnya, yang bexrsangkutan belum berpengalaman,

gegabah, kurang cerdas, dan/atau kurang informasi .
Melengkapi pandangan Dunnég, J. Satrico -

menambahkan lagi enam faktor vyang dapat dianggap

sebagal ciri dari penyalahgunaan keadaan, sebagai

berikut:

1) Pada waktu menutup perjanjian, salah satu pihak

[ T T R BN PR B |

ada dalam keadaan terjepit;

2) Karena keadaan ekonomis; kesulitan keuangan yang
mendesak:

3) Karena hubungan atasan-bawahan; keunggulan
ekonomis pada salah satu pihak:; hubungan majikan-
buruh; orang tua/wali-anak belum dewasa;

4) Karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan B
dokter ahli;

5) Perjanjian itu mengandung hubungan yang timpang
dalam kewajiban timbal balik antara para pihak
(prestasi yang tak seimbang); pembebasan majikan
dari risiko dan menggesernya menjadi tanggungan

s5i buruh;

“2rhid.
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6} Kerugian vyang sangat besar bagi salah satu
pihak."?

Penyalahgunaan keadaan sangat erat kaitannya
dengan hukum Iperlindungan konsumen, ,mengingat
posisi konsumen yang biasanya lebih lemah dari
produsen. Walaupun penyalahgunaan keadaan belum
diadopsi oleh KUHPer, namun tidak berarti
penyalahgunaan keadaan tidak dapat diterapkan dalam
penyelesaian  kasus-kasus perdata di Indonesia.
Menurut Shidarta, Henry P. Pangabean menyebutkan
dua putusan hakim vyang dapat dianggap sebagai
yurisprudensi vyang dalam konsideransnya memuat
pertimbangan “penyalahgunaan keadaan” oleh salah
satu pihak. Dua putusan tersebut adalah Putusan MA
Nomor 3431K/Pdt/1985, 4 Maret 1987 dan Putusan
Nomor 1904K/Sip 1982, 28 Januari 1984.

UUPK sendiri secara umum membuka kemungkinan
pengajuan gugatan oleh konsumen kepada pelaku usaha
berdasarkan faktor penyalahgunaan keadaan ini.

Penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan adanya lima

B rbid.
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asas perlindungan konsumen vyaitu asas (1) manfaat,
(2) keadilan, (3} keseimbangan, (4) keamanan dan
keselamatan, dan (5) kepastian hukum. Pada asas
keadilan dijelaskan, seluruh rakyat diupayakan agar
dapat berpartisipasi semaksimal mungkin dan agar L
diberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha

untuk memperoleh haknya dan melaksanakan

RIS B (T

kewajibannya secara adil. Kemudian dalam asas
keseimbangan disebutkan, perlu diberi keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan
Pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

Pasal 4 Huruf (g) UUPK menyebutkan pula, salah
satu hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan
atau dilayani secara jujur serta tidak
diskriminatif. Penjelasan dari ketentuan tersebut
secara jelas dapat ditafsirkan sebagai keterkaitan
dengan larangan “penyalahgunaan keadaan”.”

Shidarta juga memasukkan pasal 15 dan 18 UUPK
sebagai larangan penyalahgunaan keadaan. Pasal 15

UUPK menyatakan secara tegas mengatakan, pelaku

¥rhid., hal. 71-72.
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usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa
dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara
lain vyang dapat menimbulkan gangguan baik fisik
mavpun psikis terhadap konsumen. Sedangkan
berdasarkan penjelasan pasal 18 ayat (1) UUPK, UUPK
berusaha untuk meletakkan hak-hak vyang setara
antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan

prinsip kebebasan berkontrak.

. Perjanjian Baku

Untuk menelaah mengenai klausula eksonerasi,
maka perlu dilihat terlebih dahulu apa vang
dimaksud dengan perjanjian baku. Hal ini perlu
mengingat keterkaitan antara klausula eksonerasi
dan perjanjian baku.

Perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah
dalam Bahasa Belanda, vaitu ‘“standaard contract”
atan “standaard voorwarden”, dalam Bahasa Jerman
dikenal dengan istilah “allgemene gescharft
bedingun”, “standaard vertgag” atav “standaard

konditionen”. Sedangkan di Inggris dikenal dengan
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sebutan “standard contract” atau “take it or leave
it contract”.®®
Standard Form Contract menurut Black’s Law

Dictionary adalah

“A usually preprinted contract containing set
clavuses, used repeatedly by business or within
a particular industry with only slide addition
or modification to meet the specific
situation” (terjemahan bebas: kontrak vyang
biasanya dicetak terlebih dahulu yang berisi.
sekumpulan klausula, dan digunakan secara
berulang-ulang oleh dunia bisnis atau industri
tertentu dengan hanya sedikit penambahan atau
modifikasi untuk memenuhi Situasi yvang
khusus) .7

Suharnoko memberikan definisi perjanjian baku
sebagal perjanjian yang dibuat secara sepihak dan
pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk
menerima ataw menclak perjanjian tersebut tanpa
diberi kesempatan untuk merundingkan :'Lsir13/a."’1

Perjanjian standar menurut Sidharta adalah

‘*Soethiono, op. cit., hal. 30.
*rbid., hal. 33.

*'suharncko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, cet. 1,
{Jakarta: Kencana, 2004), hal. 124.
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perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni
oleh produsen/ penyalur produk (penjual} dan
mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal),
sehingga pihak yang lain (konsumen} hanya memiliki
dua pilihan: menyetujui atau menolaknya.®®

Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak
dikatakan bahwa perjanjian standar tidaklah
melanggar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 jo.
1338 KUHPer). Artinya, bagaimanapun pihak konsumen
masih diberi hak untuk menyetujui (fake it) atau
menclak perjanjian vyang diajukan kepadanya (leave
3 E e Itulah  sebabnya, perjanjian standar ini
kemudian dikenal dengan nama take it or leave it
contract.

Ada beberapa pendapat di kalangan para ahli
hukum sehubungan dengan keabsahan perjanjian baku,

yaitu:

‘8shidarta., op. cit., hal. 120.

*rhid.
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“Sluijter: -
Perjanjian baku bukan perjanjian, sebab

kedudukan pengusaha adalah seperti
pembentuk undang-undang swasta.

Pitlo:
Perjanjian baku adalah perjanjian paksa.

Stein:
Perjanjian baku dapat diterima sebagai
fiksi adanya kemavan dan kepercayaan
bahwa para pihak mengikatkan diri pada

perjanjian.

Asser Rutten:
Setiap orang yang menandatangani
perjanjian bertanggung jawab terhadap
isinya. Tanda tangan pada formulir

perjanjian baku membangkitkan kepercayaan
bahwa yang menandatangani mengetahui dan
menghendaki isi formulir perjanjian.”>°

¢. Ungur Adhesi Dalam Perjanjian Baku
Bryan A. Garner menyatakan bahwa definisi
kontrak baku dalam Black’s Law Dicticnary akan
didapatkan Jjika digabungkan dua istilah, vyaitu
standard form contract dan adhesion contract.>

Pengertian adhesion contract diartikan sebagai

“a standard form contract prepared by one
party, to be signed hy the party in a weaker
positon, uswally a consumer, who has 1l1little

suharnoko, hal. 124-125,

SScethiono, op. cit., hal. 33.
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choice about the term (terjemahan bebas: suatu
kontrak baku yang disiapkan oleh salah satu
pihak, untuk ditandatangani oleh pihak lainnya
yang dalam posisi 1lebih  lemah, biasanya
seorang konsumen, yang tidak memiliki daya
tawar untuk menegosiasikan syarat—-syarat di
dalam kontrak baku tersebut).”52

Unsur adhesi dalam kontrak baku inilah yang
cenderung membuat hak dan kewajiban antara para
pihak tidak seimbang. Hal ini dikarenakan
perjanjian baku tersebut disiapkan oleh salah satu
pihak yang posisi tawarnya 1lebih kuat dan posisi
pihak lainnya yang lebih lemah tidak mempunyai davya
tawar untuk bernegosiasi mengenai isi dalam
perijanjian baku  tersebut. Pihak yang posisi
tawarnya lebih kuat ini tentu akan mencantumkan
klausula-klausula yang lebih menguntungkan dirinya.

Sifat adhesi dalam kontrak baku inilah vyang
menimbulkan klausula eksonerasi atau dalam sistem
common law disebut exculpatory clause. Menurut

Suharnoko, yang dimaksud dengan klausula eksonerasi

2rpid., hal. 33-34.
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adalah klausuvla vyang mengalihkan tanggung jawab
dari satu pihak kepada pihak lainnya.®?

Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi
adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatn
perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan
diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar
ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi
karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.®

Asser’s mengambarkan klausula eksonerasi
sebagai “bukan syarat pertanggunggugatan®, vyakni
syarat-~syarat, dimana si berutang membatasi
pertanggunggugatannya atau meniadakannya, dimana
penyusunan kata-kata dari syarat-syarat semacam itu
seringkali sama sekall tidak tajam dan arti vyang
terkandung di dalamnya seringkali tidak pasti.®®

Klausula eksonerasi dalam kaitannya dengan
hukum perlindungan konsumen menurut Shidarta adalah

klausula vyang mengandung kondisi membatasi atau

“‘Suharnoke, op. cit., hal. 125.

SiMiriam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, cet. 1, {Bandung:

Alumni,

1994), hal. 47.

“Asser’s, op.cit., hal. 363.
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bahkan menghapus sama sekali tanggung Jjawab vyang
semestinya dibebankan kepada pihak produsen/

penyalur produk (penjual}.>®

d. Bentuk-Bentuk Klausula Eksonerasi

Maree Chetwin mendefinisikan klausula
eksonerasi sebagai suvatu klausula (syarat-syarat)
dalam kontrak yang dimaksudkan untuk menghapuskan
atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak di
dalam kontrak tersebut.”

Dari pengertian tentang klausula eksonerasi
tersebut dapat dikelompokkan 2 bentuk klausula
ekscnerasi vyaitu:

1} Klausula eksonerasi vyang bersifat menghapuskan
tanggung jawab (an excluding term/ an exclusion
clause).

Klausula ini bersifat menghapuskan tanggung jawab
secara penuh dari salah satu pihak dalam kontrak
(pihak vyang posisinya kuat) jadi ketika terjadi

wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka

SSshidarta, op. cit., hal. 120.

Y"gsoethiono, op. cit., hal. 45.
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pihak vyang lemah tidak dapat menuntut pihak yang
posisinya kuat tersebut untuk bertanggung jawab.

2) Klausula eksonerasi vyang hersifat membatasi (a
limiting term/ a limiting clause).

Hampir sama dengan point 1, hanya saja klausula
ini tidak menghapuskan tanggung Jjawab secara
penuh, hanya membatasi tanggung Jjawab sebatas
jumlah uang tertentu.®®
Engels menyebutkan bahwa ada tiga Dbentuk
vuridis dari perjanjian dengan syarat-syarat
eksonerasi, yang terdiri dari:

1) Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena
kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-
kewajiban perjanjian.

2) Kewajiban-kewajiban sendiri yangd biasanya
dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat,
dibatasi atau dihapuskan.

3} Kewajiban-kewajiban diciptakan {syarat-syarat
pembebasan}) o¢leh salah satu pihak dibebankan

dengan memikulkan tanggung jawab pihak yang lain

¥rpid., hal. 45-46.
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yang mungkin ada untuk kerugian vyang diderita

pihak ketiga.®

4. Klausula Eksonerasi Menurut KUHPer

KUHPer tidak menggunakan istilah klausula
eksonerasi dan bahkan tidak mengaturnya secara khusus.
Untuk melihat mengenai kedudukan klausula eksonerasi
dalam KUHPer maka perlu ditelaah mengenai perjanjian
menurut KUHPer. Perjanjian secara umum diatur dalam
buku IIT KUHPer tentang perikatan.

Buku III KUHPer yang mengatur tentang perikatan
mempunvai sifat vyang terbuka terkait dengan asas
kebebasan berkontrak, artinya pasal-pasal dalam KUHPer
tersebut bersifat sebagai pelengkap saja. Hal tersebut
menyebabkan para pihak dalam membuat perjanjian
diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang
menyimpang dari KUHPer, untnk hal-hal yang tidak
diatur secara lengkap dalam perjanjian tersebut
barulah mengacu pada aturan yang terdapat dalam

KUHPer.

**Ibid., hal. 46.
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Asas kebebasan berkontrak tersebut dapat
disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) jo. pasal 1320
KUHPer. Pasal 1338 ayat (1} KUHPer berbunyi, "“Semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dibuat secara sah disini berarti perjanjian
tersebut dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPer. Dalam
pasal tersebut terdapat empat syarat yang harus
dipenuhi agar suatu perjanjian tersebut dapat
dikatakan sah, yakni: adanya kata sepakat antara
mereka vang mengikatkan dirinya; pihak-pihak vyang
membuat perjanjian haruslah cakap:; mengenai  hal
tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan secara sementara bahwa KUHPer
memperbolehkan penggunaan klausula eksonerasi dalam
perjanjian selama perjanjian tersebut dibuat secara
sah berdasarkan pasal 1320 KUHPer.

a. Klausula Eksonerasi Dalam Pasal 1460 KUHPer
Penyerahan (levering} merupakan salah satu
cara untuk memperoleh kebendaan. Levering adalah

pemindahan hak eigendem (penulis, hak milik) atas
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suatu benda yang berasal dari seseorang yang berhak
memindahkannya kepada orang lain, yang
mengakibatkan orang lain tersebut menjadi pemilik
benda vyang bersangkutan.60

KUHPer pada dasarnya mengannt sistem
penyerahan kausal berdasarkan pasal 584 BW. Dalam
sistem ini sifatnya masih obligateoir (perjanjian
dasar) artinya perjanjian yang diadakan antara para
pihak baru menimbulkan suatu perikatan vyang
mengikat para pihak. Oleh karena itu hak vang
ditimbulkannya adalah hak perorangan. Sifat
obligatoir disini menunjukkan bahwa dengan
selesainya perjanjian, tujuan pokok dari perjanjian
belum tercapai demikian juga hak eigendom belum
beralih karena masih harus ada penyerahan.®

Dengan demikian suatu perbuatan Jjual beli
misalnya, masih bersifat obligatoir dalam arti
belum memindahkan hak milik. Hak milik baru beralih

jika telah dilakukan 1levering bherdasarkan suatu

“®rrieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang
Memberi Kenikmatan, cet. 1, {Jakarta: Ind-Hill. Co, 2002), hal. 113.

Si1hbid.,hal. 113-114.
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perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst). Jadi
antara perjanjian obligatoeoir {obligatoir
overeenkomst) dengan perjanjian kebendaan merupakan
dua peristiwa yang saling berkaitan.%?

Pasal 1458 KUHPer mengatur mengenai perjanjian

jual beli yang bersifat obligatoir. Pasal 1458

KUHPer menyatakan:®

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara
kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-
orang 1inl mencapai sepakat tentang kebendaan
tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu
belum diserahkan, mavpun harganya belum
dibayar.

Pasal 1459 KUHPer memberikan pengaturan
mengenai peralihan hak milik atas obyek jual beli.
Pasal 1459 tersebut mengharuskan dilakukan levering
atas obyek jual beli sesual dengan ketentuan pasal
612, 613 dan 6le KUHPer agar hak milik atas obyek

jual beli tersebub berpindah dari tangan penjual ke

2 rbid.

S3ygitab = Undang-Undang Hukum  Perdata (Burgerlijk  Wethboek),
diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 31, (Jakarta:
Pradnya Paramita, 2001), ps. 1458.

57
Pembebanan risiko..., Dian Oktarina, FH Ul, 2007

oo



tangan  pembeli. Kemudian, pasal 1460  KUHPer

berbunyi : *

Jika kebendaan yang dijural itu berupa suatu
barang yang sudah ditentukan, maka barang ini
sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si

pembeli, meskipun penyerahannya belum
dilakukan, dan si penjual Dberhak menuntut
harganya.

Pasal 1460 KUHPer membebankan risiko atas
obyek jual beli yang belum dilakukan levering pada
pembeli. Menurut asas levering KUHPer, obyek jual
beli tersebut masihlah menjadi milik penjual.
Sehingga, seharusnya yang menanggung risiko atas
obyek jual beli vang belum dilakukan levering
adalah penjual.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pasal 1460
KUHPer mengandung unsur eksonerasi, yakni
pengalihan tanggung Jawab atas risiko yang
seharusnya ditanggung oleh penjual menjadi tanggung

jawab pembeli.

Sirbid., ps. 14&0,
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b. Klausula Eksonerasi Dari 8Sudut Asas Kebebasan
Berkontrak
Pada perjanjian jual beli yang diatur secara
khusus dalam KUHPer terdapat beberapa pasal yang
mengatur mengenal penanggungan {(tanggung Jjawab)
vang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli,
vakni pasal 1491 sampai dengan pasal 1512. Dalam
pasal 14931 KUHPer dikatakan bahwa ada dua
penanggungan yang menjadi kewajiban penjual untuk

nenjamin pembeli, yakni:®®

a. Menjamin penguasaan benda yang dijual secara
aman dan tentram;

b. Menjamin cacat-cacat tersembunyi pada barang
yang dijual atauw yang sedemikian rupa hingga
menerbitkan alasan bagi pembeli untuk
membatalkan pembeliannya.

Namun, pasal 1493 KUHPer menegaskan sifat
terbuka pada buku III KUHPer tentang perikatan yang
menyebabkan buku III KUHPer ini adalah hanya

sebagai hukum pelengkap, vyakni mengatur mengenai

$*kitab Undang-Undang Hukwum Perdata (Burgerlijk Wetboek),
diterjemahkan oleh R. Subekii dan R. Tjitrosudibic, cet. 31, (Jakarta:
Pradnya Paramita, 2001), ps. 1491.
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hal-hal vang tidak diatur secara khusus oleh para

pihak. Pasal 1493 KUHPer berbunyi:

“Kedua belah pihak diperbolehkan dengan
persetujuan—-persetujuan istimewa, wmemperluas
atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh
undang-undang ini; bahkan mereka itu
diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si
penjual tidak akan diwajibkan menanggung
sesuatu apapun."66

Dari pasal 1493 KUHPer tersebut dapat kita
lihat bahwa KUHPer = memperbolehkan penggunaan
klausvla eksonerasi, yakni klausula yang 1isinya
menghapuskan tanggung jawab yang seharusnya menjadi
tanggung jawabnya. Namun, KUHPer juga berusaha
memberi  batasan penggunaan klausula eksonerasi
berdasarkan pasal 1483 KUHPer tersebut, sebagaimana

dapat dilihat dari bunyi pasal 1494, vyakni:

“Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual
tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia
tetap ©bertanggung jawab tentang apa vang
berupa akibat dari sesuatu perbuatan yang
dilakvkan olehnya; segala perjanjian yang
bertentangan dengan ini adalah batal.”®

““Thid., ps. 1493,
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Dari pasal 1493 dan 1494 KUHPer tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa KUHPer mendekati klausula
eksonerasi dari sudut asas Kkebebasan berkontrak
bukan dari segili perlindungan pembeli. KUHPer pada
dasarnya memberi kebebasan bagi para pihak untuk
mengatur isi perjanjian diantara para pihak selama
tidak berftentangan dengan pasal 1338 dan 1320
KUHPer, namun KUHPer berusaha memberikan batasan
tertentu dari asas kebebasan berkontrak tersebut
sebagaimana dapat kita lihat dari pasal 1493 dan
1494 KUHFPer.

Pasal lain vyang mendukung kesimpulan bahwa
KUHPer mendekati klausula eksonerasi dari segi asas
kebebasan berkontrak bukan dari segi untuk
melindungi pembeli adalah pasal-pasal yang mengatur
mengenai cacat tersembunyi. Paszal 1504 menyatakan
bahwa penjual bertanggung jawab atas cacat
tersembunyi kecuali sudah diperjanjikan sebelumnya
bahwa penjual tidak bertanggung Jjawab atas cacat

tersembunyi tersaebut, hal tersebut dapat dilihat
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dalam pasal 1506. Pasal lain yang mendukung
kesimpulan tersebut adalah pasal 1508 dan 1509
KUHPer. Pasal 1508 menyatakan bahwa penjual
diwajibkan mengganti segala biaya, rugi dan bunga
dengan syarat penjual telah mengetahui cacat
tersembunyi tersebunt. Pasal 15092 mengatur mengenai
penjual yang tidak mengetahui cacat tersembunyi.
Untuk penjual tersebut hanya diwajibkan
mengembalikan harga pembelian dan biaya vyang
dikeluarkan untuk melakukan pembelian dan
penyerahan barang tersebut. Jadi, vyang menjadi
fokus adalah harga pembelian dan biaya vyang
dikeluarkan, rugi dan bunga akibat pembelian barang
tersebut. Namun, tidak diatur mengenai kerugian

akibat menggunakan barang vang cacat tersebut.

5. Klausula Eksonerasi Menurut Hukum Perlindungan

FKonsumen

KUHPer melihat klausula eksonerasi dari sudut
asas kebebasan berkontrak. KUHPer memperbolehkan
penggunaan klausula eksonerasi selama tidak

bertentangan dengan pasal 1338 dan 1320 KUHPer. Khusus
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dalam perjanjian jual beli, KUHPer berusaha memberikan
batasan penggunaan klauvsula eksonerasi, sebagaimana
dapat dilihat dari pasal 1494. Dalam perjanjian jual
beli, klausula eksonerasi diperbolehkan selama tidak
mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh
penjual.

Asas kebebasan berkontrak menimbulkan penggunaan
klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi yang timbul
dari perjanjian yang para pihaknya mempunyai kedudukan
yang seimbang masih dapat dibenarkan. Namun, bila
ditelaah lebih dalam, jika kedudukan para pihak dalam
membuat perjanjian adalah seimbang, kemungkinan adanya
klausula eksonerasi dalam perjanjian sangat kecil.
Masing-masing pihak tentu tidak mau bertanggung jawab
atas risiko yang bukan tanggung Jjawabnya.

Dalam perkembangannya, klausula eksonerasi
banyak  digunakan oleh kalangan usaha terutama
produsen. Yang menjadi permasalahan adalah kedudukan
para pihak, yakni produsen dan konsumen vyang tidak
seimbang dalam membuat perjanjian, sehingga produsen
dapat “memaksakan” penggunaan klausula eksonerasi

secara tidak langsung.
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Asas kebebasan berkontak yang memungkinkan
penggunaan klausula eksonerasi secara luas perlu
dibendung. UUPK  sendiri  muncul sebagai bentuk
intervensi atas asas kebebasan berkontrak tersebut.
Hal ini perlu, mengingat kedudukan para pihak yang
tidak seimbang, sehingga konsumen sebagai pihak yang
mempunyai posisi tawar yang lemah periu dilindungi.
UUPK berusaha menyeimbangkan posisi tawar konsumen
terhadap produsen agar produsen tidak sewenang-wenang
menggunakan klausula eksonerasi.

UUPK mengatur mengenai penggunaan klausula baku.

Klausula baku berdasarkan pasal 1 ayat (10} adalah:®®

“Setiap aturan atauw ketentuan dan syarat-syarat
yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih
dahuln secara sepihak oleh pelaka wsaha vyang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh
konsumen. ”

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) UUPK, klausula baku

vang dilarang penggunaannya adalah klausula vyang

didalamnya berisi:®

“*Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Nomcr 8

Tahun 1992, ps. 1 ayat (10}.

64

Pembebanan risiko..., Dian Oktarina, FH Ul, 2007

[IRRT T



a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku
usaha;

b. Menyatakan bahwa pelaku wusaha berhak menclak
penyerahan kembali barang vang dibeli
konsumen;

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak
penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas
barang dan/atau jasa yang dibeli oleh
konsumen;

d. Menyatakan  pemberian kuasa dari konsumen
kepada pelaku usaha baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk melakukan segala
tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya
kegunaan barang atau pemanfaatan jasa vyang
dibeli oleh konsumen;

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk
mengurangl manfaat jasa ataw mengurangi harta
kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli
jasa;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan
yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan
dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen
memanfaatkan jasa yang dibelinya:

h. Menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa
kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak
tanggungan, hak gadai, hak Jaminan terhadap
barang yang dibeli oleh konsumen secara
angsuran.

Dalam pasal 18 ayat (1) UUPK, khususnya point a,

dapat kita lihat bahwa klausula baku yang dilarang

8rbid., ps. 18 ayat (1).
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oleh UUPK adalah klausula baku vyang didalamnya
terdapat klausula eksonerasi, yakni klausula baku yang
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
Namun, yang perlu ditelaah adalah apakah UUPK hanya
melarang penggunaan Xklausula eksonerasi dalam klausula
baku atau juga melarang penggunaan klausula eksonerasi
vang tidak terdapat dalam klausula baku?

Berdasarkan dari definisi klausula baku vyang
diberikan oleh pasal 1 ayat (10} UUPK, maka dapat kita
tarik unsur-unsur dari klausula baku, yakni:

a. Setiap aturan atau ketentuvan dan syarat-syarat:

b. Telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu;
c. Secara sepihak o¢leh pelaku usaha;

d. Dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian;
e. Mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Jika melihat dari unsur-unsur tersebut di atas,
maka yang dilarang <¢leh UUPK  adalah klausula
eksonerasi yang memenuhi unsur-unsur klausula baku
tersebut di atas. Disinilah kelemahan pengaturan UUPK,
vakni lebih menekankan pada proses proses pembuatan

klausula baku daripada isinya. Pengaturan klausula
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eksonerasi dalam UUPK masih dibayang-bayangi dengan
pengertian klausula baku.

Namun, mengingat UUPK hadir sebagai Dbentuk
intervensi dari kegagalan asas kebebasan berkontrak,
yang mengakibatkan munculnya  penggunaan klausula
eksonerasi. Selain itu, klauvsnla eksonerasi timbul
dari adanya unsur adhesi dalam klausula baku karena
posisi tawar para pihak yang tidak seimbang. Maka,
dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dilarang
oleh pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK adalah penggunaan

klausula eksconerasi.

B. Telaah EKasus
1. Klausula Eksonerasi Dalam Klausula Force Majeure
Keadaan memaksa atau force majeure menurut pasal
1244 dan 1245 KUHPer adalah suatu alasan untuk
dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.’®
Berdasarkan pasal-pasal tersebut ada tiga unsur yang
harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagal force

majeure, yaitu:

"*Subekti, op.cit., hal. 55.
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a. Adanya suatu hal yang tak terduga:

b. Adanya suatu hal yang tak disengaija;

c. Hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya.

Asser’s memberikan tiga unsur force majeure, vyang

dalam unsur-unsur £tTersebut tetap memasukkan ketiga

unsur tersebut di atas, yakni:

a. Mustahil secara obyektif untuk nrelaksanakan
perikatan. Hal vyang tak terduga tersebut haruslah
menyebabkan si berutang secara obyektif tidak dapat
melaksanakan perikatannya:

b. Si  berutang tidak Dbersalah atas terciptanya
kemustahilan tersebut. Si berutang tidak secara
sengaja menyebabkan keadaan kemustahilan tersebut:

c. 31 berutang tidak menanggung risiko tersebut
berdasarkan undang-undang, kesepakatan dan pendapat
yang lazim berlaku. Pendapat yang 1lazim berlaku
adalah keadaan tersebut sedemikian tidak dapat
diduga sehingga si berutang yang wajar dan berhati-
hati tidak dapaf memperkirakannya dan risiko

tersebut tidak mengenai pribadi si berutang.

68

Pembebanan risiko..., Dian Oktarina, FH Ul, 2007

o



Jadi, disini dapat kita lihat bahwa KUHPer mencoba
memberikan batasan mengenai hal-hal yang dapat
dijadikan alasan pemaaf sebagai keadaan force majeure.

Buku III KUHPer memberikan kebebasan kepada para
pihak dalam perjanjian untuk mengatur hal-hal dalam
perjanjian mereka, selama tidak bertentangan dengan
pasal 1320 KUHPer, yakni adanya kata sepakat,
kecakapan untuk membuvat perikatan, suatu hal tertentu
dan sebab yang halal. Berdasarkan hal tersebut, para
pihak dalam perjanjian dapat mempersempit ruang
lingkup keadaan force majeure atau bahkan memperluas
ruang lingkup force majeure.

a. Mempersempit rrang lingkup force majeure. hal-hal
tertentu vyang seharusnya dapat menimbulkan force
majeure, berdasarkan kesepakatan para pihak dapat
dinyatakan bukan sebagai keadaan force majeure.
Para pihak disini membatasi hal-hal vyang dapat
dinyatakan sebagail force majeure.

Misalnya, yang disebut keadaan force majeure
hanyalah bencana alam dan huru-hara. Jadi, selain
bencana alam dan huru-hara, maka hal-hal yang lain

tidak dapat dikatakan sebagai force majeure.
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b. Memperluas ruang lingkup force majeure. Misalnya,
klausula yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan force
majeure antara lain, tetapi tidak terbatas pada
gempa bumi, huru-hara, kebakaran, banjir, sehingga
salah satu pihak tidak dapat melaksanakan/
menyelesaikan kewajibannya.” Para pihak disini
dengan kata-kata “.antara 1lain, tetapi tidak
terbatas pada..” memperluas force majeure tidak
sebatas kondisi-kondisi  vyang telah disebutkan
tersebut.

Asser’s berpendapat bahwa force majeure dapat
juga diperluas berdasarkan perjanjian bahwa si
berutang tidak menerima resiko untuk hal-hal vyang
dapat diduga menjadi halangan. Akibat dari hal
tersebut, dapat timbul suatu klausula yang membatasi
atau bahkan menghapuskan sama sekali tanggung Jjawab
salah satn pihak atas suwatu risike tertentu. Pada
titik 1inilah, suatu klausula force majeure dapat
mengandung unsur klausula eksonerasi.

Dalam klausula force majeure dan klausula
eksonerasi terdapat dua unsur yang sSama. Unsur

tLersebut adalah mengenai tanggung Jjawab dan risiko.
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Yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah perbedaan

antara kedua klausula tersebut?

Suatu klausula force majeure yang mengandung figa
unsur tLersebut di atas, yakni adanya suatu keadaan
yang tidak terduga, tidak disengaja dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya tidak akan mengandung
unsur eksonerasi. Unsur eksonerasi dapat muncul ketika
klausula force majeure diperluas untuk hal-hal yang
dapat diduga. Hal diduga yang dimaksud adalah halangan
pada waktu perikatan dibuat, sedemikian rupa dapat
didﬁga, sehingga seorang si perutang yang wajar dan
berhati - hati akan memperhitungkannya.

Perbedaan antara klausula _force majeure dan
klausula eksonefasi menurnt penulis dapat dilihat dari
filosofinya, yaitu:

a. Klausula force majeure sebelum diperluas, hanya
berlaku untuk hal-hal yang timbul dari keadaan yang
tidak terduga; tidak disengaja; dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya.

b. Klausula eksconerasi muncul dari sifat adhesi vyang

terdapat dari kontrak baku, Jadi klausula
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eksonerasi biasanya baru muncul ketika terjadi
ketidakseimbangan dalam posisi tawar para pihak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu klausula force
majeure dapat mengandung unsur eksonerasi. Namun,
berdasarkan perbedaan antara kedua klausula tersebut
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur eksonerasi
yvang ditolerir untuk klausula force majeuere adalah
selama kedudukan para pihak ketika menyepakati suatu
keadaan force majeure adalah seimbang.

Dalam sistem common law pun, eksistensi klausula
eksonerasi telah menjadi suatu permasalahan
tersendiri. Mulai saat kemunculannya sampai dengan
saat ini, klausula eksonerasi mau tidak mau tetap
diakui keberadaannya sebagai konsekuensi dari
ditetapkannya asas kebebasan berkontrak. Pada mulanya
Pengadilan sistem common law lewat putusan-putusannya
telah mencoba mengendalikan pemakaian klausula
eksonerasi dalam kontrak vang dipandang terlalu

ekstrim dan condong kearah penvalahgunaan.’!

'Spoethionc, op. cit., hal. 46-47,
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soethiono, op. cit., hal. 46-47.
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Namun makin hari makin disadari bahwa togas untuk
mengendalikan klausula eksonerasi yang disalahgunakan
tidak dapat dilakukan hanva oleh Pengadilan. Untuk itu
Parlemen mulai melaknkan “intervensi” lewat Undang-
Undang. Namun bukan berarti upaya pengendalian oleh
Pengadilan berhenti dengan adanya Undang-Undang.’?

Pengadilan dan Pariemen dalam menghadapi
penvalahgunaan klausula eksonerasi mempunyai pandangan
dan pendapat yang sama yaitu bahwa klausula ekscnerasi
tetap dapat dipergunakan namun mereka tidak membiarkan
pemakaian klausula eksonerasi vyang dipaksakan oleh
pihak yvang lebih kuat baik perorangan maupun korporasi
terhadap pihak yang lebih lemah seperti konsumen biasa
(ordinary consumer) .’

UUPK sendiri tidak memungkiri eksistensi dari
klausula eksonerasi, bahkan tidak secara nyata
melarang penggunaan klawusula eksonerasi. Yang secara
tegas dilarang oleh UUPK hanyalah klausula eksonerasi
vang bersifat baku. Dalam klausula baku, kemungkinan

terjadinya ketidakseimbangan posisi tawar antara para

Ibid .

rrbid.
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pihak dalam perjanjian sangat besar, inilah vyang
dicoba untuk dilindungi oleh UUPK. Namun, yang harus
menjadi perhatian adalah mengenai ada tidaknya
“panyalahgunaan keadaan” oleh salah satu pihak dalam

perjanjian.

Karakteristik Perusahaan Sekuritas

Ketika membicarakan perusahaan sekuritas tidak
akan terlepas dari pembahasan mengenail pasar meodal.
Undang-Undang Nomcr 8§ Tahun 1995 tentang Pasar Modal
{selanjutnya disebut “UUPM"”) melalui pasal 1 angka 13
memberikan definisi mengenal pengertian dari pasar

modal, yakni:’

Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum
dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang
berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar modal merupakan sarana yang mempertemukan

pemilik dana {(supplier of fund) dengan pengguna dana

1985,

“‘Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Nomor 9 Tahun
ps. 1 angka 13.
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(user of fund) untuk investasi jangka menengah (middle
term investment) dan panjang (long term investment).
Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud
efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan
penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan surat
bukti kepemilikan berupa efek.’® Efek adalah modal atau
dana yang diperdagangkan di bursa modal dalam bentuk
surat berharga vyang berupa saham, obligasi atau
sertifikat atas saham atau dalam bentuk surat berharga
lainnya atau surat berharga yang merupakan derivatif
dari bentuk surat berharga saham atan sertifikat yang
diperjualbelikan di pasar modal tersebut.

Efek dalam bahasa Inggris disebut securities.
Dalam bahasa Belanda disebut effecten, dan dalam
bahasa Latin, effectus. Kata securities bersumber pada
pengertian bahwa surat berharga tersebut memberikan
garansi atau Jjaminan yang dapat dicairkan (liguid)
dengan sejumlah uvang sesuai dengan nilai vyang

tercantum dalam surat berharga tersebut.’® Berdasarkan

. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal

Indonesia, cet. 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 10,

6 rbid., hal. 10-11.
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pengertian tersebut, maka dapat dikatakan Dbahwa
perusahaan sekuritas adalah perusahaan efek
sebagaimana dimaksud oleh UUPM.

Definisi perusahaan efek berdasarkan pasal 1
angka 21 UUPM adalah pihak yang melakukan kegiatan
usaha sebagal Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang
Efek dan Manajer Investasi. Jadi, ada tiga Jjenis
kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan efek,
yaitu:

a. Penjamin Emisi Efek (PEE}.

Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat
kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran
umum bagi kepentingan emifen dengan atau tanpa
kewajiban untuk membeli sisa efek vang tidak
terjual.’”’ Emiten adalah pihak yang melakukan
penawaran umum.’®

Penegasan UUPM Pasal 39 bahwa PEE wajib

memenuhi semua ketentuwan dalam kontrak penjaminan

emisi sebagai dimuat dalam pernyataan pendaftaran.

""Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Nomor § Tahun

1985, ps. 1 angka 17.

"*Ibid., ps. 1 angka 6.
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Secara teoritis, ada beberapa macam kontrak

penjaminan emisi yang dikenal, seperti:

1)

2)

3)

4)

Full Commitment (kesanggupan penuh}, PEE
bertanggung jawab untuk mengambil sisa efek yang
tidak terjual.

Best Effort Commitment (kesanggupan terbaik), PEE
tidak bertanggung jawab atas sisa efek vyang
terjual, tetapi PEE akan berusaha sebaik-baiknya
agar efek yang ditawarkan dapat terjual dalam
knantitas yvang paling tinggi.

Standby Commitment (kesanggupan siaga), PEE
berkomitmen agar salah vang tidak terjual di
pasar perdana dapat dibeli PEE pada harga
tertentu.

All or None Commitment (kesanggupan semua atau
tidak sama sekali), PEE akan berusaha menjual
semua efek, agar laku semuanya, tetapi apabila
efek tersebut tidak laku semuanya, maka transaksi
dengan pemodal yang ada akan dibatalkan. Jadi,
semua efek dikembalikan kepada emiten dan emiten

tidak mendapatkan dana sedikitpun. Komitmen ini

timbul dengan latar belakang pemikiran bahwa
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perusahaan membutuhkan rnodal dalam jumiah

tertentu. Bila Jjumlah itu tidak tercapai maka
investasi perusahaan kurang bermanfaat.’

b. Perantara Pedagang Efek (PPE). Perantara pedagang

efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha

jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak

lain.®

PPE berperan penting dan dominan agar pasar
modal berfungsi. Cleh karenanya PPE, sebagai salah
satu pihak yang terkait dengan pasar modal,
dituntut wuntuk bersifat jujur dan dapat dipercaya
dalam melaksanakan tugasnya ("my word is my bond” -
motto dalam industri pasar modal).®

Perusahaan efek dalam melaksanakan kegiatannya
sebagai PPE diwakili o0leh Wakil Perantara Pedagang
Efek {(WPPE). WPPE adalah orang perorangan vyang
telah mendapatkan izin dari Bapepam untuek bertugas

mewakili kepentingan perusahaan efek untuk

melaksanakan perdagangan efek. Tindakan yang

""Nasarudin dan Indra Surya, op. cit., hal. 145-146.

**Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Nomor 8 Tahun
1995, ps. 1 angka 18B.

*iNasarudin dan Indra Surya, op. cit., hal. 147.
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diambil oleh WPPE akan mengikat perusahaan efek
tersebult dengan nasabahnya.

WPPE harus mendapatkan izin dari Bapepam untuk
melakukan aktivitasnya. Dengan adanya Kkewajiban
untuk mendapatkan izin ini, diharapkan wakil
perusahaan efek tersebut tidak hanya dapat memahami
peraturan yang berlakue di pasar modal yang
dibutuhkan untuvk perlindungan nasabah tetapi juga,
wakil perusahaan efek tersebut akan Dbertindak
sesuai pedoman perilake yang harus dijalankan oleh
perusahaan efek, baik dalam hubungan dengan
nasabah, memperlakukan dan menjaga harta nasabah

maupun memberikan nasihat kepada nasabah.®

c. Manajer Investasi. Manajer 1investasi adala pihak

yvang kegiatan usahanya mengelola portofolic efek
untuk para nasabah atau mengelola portofolic
investasi kolektif untuk sekelompok nasabah,
kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank

yang melakukan sendiri kegiatan usahanya

82yamud M. Balfas, Hukumm Pasar Modal Indonesia, cet. 1, {Jakarta:

Tatanusa,

2006), hal. 332.
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
belaku.®® Portofolio efek adalah kumpulan efek.
Perusahaan efek dalam melaksanakan kegiatannya
sebagai manajer investasi diwakili oleh Wakil
Manajer Investasi (WMI) . WMI adalah orang
perorangan yang bertindak mewakili kepentingan
perusahaan efek untuk kegiatan yang bersangkutan
dengan pengelolaan portofelio efek, izin untuk WMI
dikeluarkan oleh Bapepam dengan standarisasi vyang
ketat.®
Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan efek
berhubungan dan berurusan serta berhadapan baik dengan
kepentingan emiten, nasabah maupun dengan
kepentingannya sendiri. ©Qleh karena itu undang—-undang
sudah secara tegas mengatur mengenali kemungkinan
timbulnya masalah benturan kepentingan ini.®
Larangan adanya benturan kepentingan dalam

hubungan antara perusahaan efek dengan nasabah serta

1995,

®Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Nomor 8 Tahun
ps. 1 angka 11.

®iNasarudin dan Indra Surya, op. cit., hal,i48.

%>Balfas, op. cit., hal. 355. Lihat ps. 35 Undang-Undang Tentang

Pasar Modal, Nomor 8 Tahun 1995.
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dengan harta nasabah, karena benturan kepentingan ini
dapat mengakibatkan kerugian di pihak nasabah vyang
umumnya sangat bergantung kepada perusahaan efek, yang
diharapkan bertindak secara professional setinggi
mungkin. Nasabah bukan hanya bergantung pada
perusahaan efek untuk menjaga harta kekavaan yang
disimpan dalam perusahaan efek saja, tetapi juga untuk
memastikan bahwa harta tersebut diperlakukan dengan
baik, dan aman serta dihindari dari unsur perbenturan
kepentingan, yang mungkin ada dan melibatkan
perusahaan efek. Bagaimana merugikannya akibat yang
ditimbulkan karena terjadinya benturan kepentingan ini
dapat kita lihat dari tindakan perusahaan efek yang
bersifat front running.®®

Dalam  praktek biasanya front running ini
dilakukan cleh perusahaan efek ketika perusahaan efek
menerima, atau mengetahui akan menerima pesanan
penjualan atau pembelian dari nasabahnya. Dengan
melakukan front running, perusahaan efek mendahului

menempatkan pesanan vang dimilikinya (baik untuk

881hid., hal. 354.

31

Pembebanan risiko..., Dian Oktarina, FH Ul, 2007

CO TR T P



kepentingan sendiri maupun pihak vyang terafiliasi
dengannya), didepan pesanan yang datang dari
nasabahnya. Tindakan ini akan menguntungkan perusahaan
efek, baik ketika harga saham cenderung turun atau
ketika harga saham berada posisi akan naik.®’ Front
running dilarang oleh UUPM berdasarkan pasal 38, yang

berbunyi:

Perusahaan efek vang bertindak sebagai Perantara
Pedagang Efek dilarang melakukan transaksi atas
Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak
terafiliasi atau kepentingan sendiri = apabila
nasabah vyang tidak terafiliasi dari Perusahaan
Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk
membeli dan atau menjual efek yang bersangkutan
dan Perusahaan Efek tersebut belum melakukan
instruksi tersebut.

Karakteristik perusahaan efek dilihat dari sudut
kegiatan yang dilakukannya, vaitu dinamis dan penuh
risiko. Dinamis karena sifat dari nilai efek vang
cepat berubah, dan dikatakan penuh risike karena sifat
efek vang spekulatif. Unsur kepercayaan atau fiduciary

antara perusahaan efek dengan nasabahnya merupakan hal

*rbid., hal. 353.
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vang penting, bahkan menurut Hamud M. Balfas, pada
dasarnya seluruh industri sekuritas ini dibangun atas
fondasi yang bersifat kepercayaan.®?®

Perusahaan efek dapat dianggap sebagali ujung
tombak dari pasar modal. Bukan saja karena perusahaan
efek merupakan perantara (intermediary)}, vyang membawa
emiten ke pasar medal (dengan menjadi perantara antara
perusahaan/emiten dengan investor), tetapi ketika efek
telah sampai ditangan masyarakat pemodal, perusahaan
efek juga akan menjalankan fungsi perantaraan, ketika
efek-efek ditransaksikan dari satu investor kepada

investor lainnya di dalam pasar.®

Pemilik dana tidak dapat berhubungan langsung

dengan emiten, karena yang dapat melaksanakan
transaksi bursa, diantaranvya mengenai Jjual beli efek
adalah anggota bursa. Anggota bursa efek adalah
Perantara Pedangang Efek vyang telah memperoleh izin
usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk

mempergunakan sistem dan atan sarana bursa efek sesuai

EeTrhid., hal. 350.

®¥rbid., hal. 313.
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dengan peraturan bursa efek.’® Sehingga, pemilik dana
disini tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan
jasa Perusahaan efek 3jika ingin melakukan transaksi

bursa.

. Pasal 14 Kontrak Pembukaan Rekening (Perorangan)

Untuk dapat menjadi nasabah dari perusahaan efek
yang menjadi subyek penelitian karya 1ilmiah ini ¢
selanjutnya disebut “Perusahaan”}, maka salah satu
syarat yang diharuskan oleh Perusahaan adalah mengisi
Formulir Pembukaan Rekening Perorangan (Individual
Account Cpening Form) yang didalamnya terdapat Kontrak
Pembukaan Rekening (Cpening Account Contract)
(selanjutnya disebut “Perjanjian’) dan mengisi
beberapa formulir lain, diantaranya Surat Pernyataan
dan Kuasa, yvang isinya memberikan kuwasa untuk
melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi
efek atas nama nasabah.

Obyek dari penelitian 1ini adalah mengenai

klausula vang berisi pengalihan tanggung jawab, kapan

% Tndonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Nomcer 8 Tahun

1995, ps. 1 angka 2
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suatu klausula tersebut dapat dikategorikan sebagai
klausula force majeure atau sebagai klausula force
majeure yang mengandung unsur eksonerasi berdasarkan
ketentuan yang ada. Maka dari itu yang akan ditelaah
secara khusus hanya mengenai pasal 14 Perjanjian,
karena dalam pasal Perjanjian yang bersifat baku
tersebut, terdapat klausula yang membebankan risiko-
risiko tertentu kepada nasabahnya. Isi dari pasal 14

Perjanjian yaitu:

“14. Perusahaan akan memberikan upaya terbaiknya
untuk melaksanakan setiap perintah Nasabah
sehubungan dengan pengoperasian rekening {-
rekening) atas nama Nasabah atau
melaksanakan transaksi {—transaksi} atas
nama Nasabah atau atas nama rekening {-
rekening) Nasabah. Namun demikian, Nasabah
dengan ini membebaskan Perusahaan dan segala
tanggung jawab dan segala tanggung jawab dan
kewajiban apapun juga dalam hal:

i. Perusahzan tidak dapat atau gagal
melaksanakan instruoksi atau perintah
Nasabah karena pelarangan oleh
pemerintah, pengaturan oleh Bursa Efek,
perubahan peraturan perundang-undangan,
penghentian perdagangan, kegagalan sistem
perdagangan, gangguan dalam jaringan
komunikasi, gangguan dalam sistem
elektronik, perang, pemogokan atau sebab-
sebab lain diluar kekuasaan Perusahaan;

ii. Terdapat kerugian vyang Etimbul sebagai
akibat dari transaksi dan/atau
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iii.

iv.

penyelesaiannya yang mengalami

keterlambatan, kesalahan, penundaan,
pembatalan, kegagalan yang disebabkan,
diumumkan, dilakukan oleh dan/atau

melalui Lembaga yang berwenang menurut
peraturan perundang-undangan vyang berlaku
saat terjadinya transaksi dan/atau vyang
diumumkan kemudian;

Terjadi kelalaian atau kealpaan yang
tidak disengaja dan/atau tidak dilandasi
oleh itikad buruk Perusahaan (termasuk
disini: direksi, karyawan, wakil, atau
kuasa Perusahaan):

Keterlambatan dalam penentuan/pembentukan
harga ataupun pelaksanaan transaksi,
khususnya yang dikarenakan oleh
keterbatasan fisik dilantai bhursa, dan
atau sistem perdagangan vyang tersedia
atau perubahan harga Efek vyang cepat,
yang mengakibatkan suatu transaksi
dilaksanakan tidak pada harga yang
dimintakan pada suatu waktw tertentu atau
harga terbaik atau harga pasar.

Karenanya, MNasabah dengan ini pula setuju
untuk menerima dan terikat pada transaksi (-
transaksi) vyang telah dilaksanakan dalam
keadaan (—-keadaan} tersebut.”

Untuk dapat melihat apakah klausula tersebut di
atas merupakan klausula force majeure atau klausula
force majeure yang mengandung unsur eksonerasi, maka
klausula tersebut diatas perlu ditelaah. Penelaahan
dilakukan dengan melihat syarat-syarat suatu keadaan

dapat dikatakan force majeure, yakni:
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d.

Keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan keadaan-
keadaaan yang tidak terduga. Maksudnya pada saat
transaksi dibuat, sedemikian rupa tidak dapat
diduga, sehingga Perusahaan yang memang memiliki
pengetahuan dan pengalaman di bidang itu walaupun
sudah berhati-hati tidak dapat memperhitungkannya.

Keadaan-keadaan tersebut timbul secara tidak
disengaia. Keadaan-kedaan tersebut secara obyektif

bukan disebabkan oleh kesalazhan Perusahaan.

. Rintangan-rintangan tersebut di atas boleh

dijatuhkan atas risiko Nasabah, baik berdasarkan
undang-undang maupun pendapat vyang lazim berlaku,
vakni hal-hal tersebut di atas haruslah tidak dapat
diduga sebelumnya dan bukan merupakan akibat-akibat
dari keadaan-keadaan pribadi Perusahaan.

Rintangan-rintangan yang dijatuhkan atas
risiko Nasabah berdasarkan kesepakatan para pihak
tidak dimasukkan dalam unsur ini karena disinilah
titik dimana suatu klausula force majeure dapat
mengandung klausula eksonerasi.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut di atas, maka

klausula-klausula yang terdapat dalam Pasal 14
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Perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai klausula
force majeure adalah klausula 1, selain mengenai
penogokan; klausula ii; dan klausula iv. Namun,
perusahaan tetap harus membuktikan bahwa keadaan-
keadaan tersebut adalah keadaan memaksa berdasarkan
ketiga syarat tersebut di atas.

Klausula 1 mengenai pemogeckan dan klausula 1iii,
menurut penulis klausula tersebut masuk kedalam
kategori klausula  eksonerasi, karena Perusahaan
berusaha mengalihkan tanggung Jjawab yang seharusnya
dipikulnya dan unsur klausula force majeure vyang
ketiga tidak dipenuhi, yakni risiko tersebunt
berdasarkan undang-undang, maupun pendapat-pendapat
vang lazim berlaku seharusnya dipikul oleh Perusahaan.
a. Klausula 1 mengenai pemogokan. Pasal 1 angka 23

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “UUTK™)

memberikan definisi mengenail mogok kerja, vyaitu:

Tindakan pekerja/ buruh yang direncanakan dan
dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh
serikat pekerija/ serikat buruh untuk
menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

&8
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UUTK mengakul pemogokan sebagai hak dasar dari
pekerja. Hal tersebut dapat dilihat dari bunyi

pasal 137 UUTK, yakni:

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/burun
dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan
secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat
gagalnya perundingan.

Perusahaan seharusnya dapat memperhitungkan perihal
mogok kerja dan tidak menjatuhkannya sebagai risike
nasabah. Selain itu, berdasarkan pasal 1367 BW,
Perusahaan seharusnya bertanggung Jjawab atas
kerugian yang disebabkan kesalahannya maupun vyang
disebabkan perbuatan orang-orang vyang menjadi
tanggungannya.91 Dengan demikian, Perusahaan
seharusnya yang menanggung risiko atas kerugian-
kerugian vyang timbul dari keadaan-keadaan dalam

klausula-klausula tersebut di atas.

Klausula ii1i. Dalam klausula force majeure, si

berutang dibebaskan dari kewaijibannya membayar

",ihat pasal 1367 Kitab Undang-Undang Ilukum Perdata.
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biaya, rugi dan bunga karena si berutang sebenarnya
tidak 1lalai untuk menunaikan perikatan, tetapi si
berutang di halangi ¢leh hal-hal vang tidak
terduga, tidak disengaja dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi, jika
terdapat klgusula pengalihan tangéung jawab atas
risiko yang terjadi karena adanya unsur kelalaian,
maka itu masuk ke dalam klawvsula eksonerasi. Jadi,
untuk klausula iii, walaupun kelalaian atau
kealpaan itu tidak disengaja dan/atau tidak
dilandasi oleh itikad buruk, kelalaian tersebut
tidak menyebabkan force majeure.

Karakteristik perusahaan efek dilihat dari sudut
kegiatan vyang dilakukannya, yaitu dinamis dan penuh
risiko. Sehingga, perusahaan efek dalam melaksanakan
kegiatannya, terutama selaku perantara pedagang efek
dan manajer investasi tentulah berdasarkan pengetahuan
dan pengalaman yang dimilikinya 1lebih mengetahui
risiko-risiko yang mungkin akan muncul dibandingkan
dengan nasabahnya.

Perusahaan efek seharusnya mengelola risiko-

risiko yang mungkin muncul tersebut dengan lebih baik
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dan tidak membebankan risiko-risiko yang muncul hanya
kepada nasabah. Salah satu cara yang dapat ditempuh
adalah dengan mengalokasikan risiko kepada pihak
ketiga, contohnya perusahaan asuransi. Tentunya
pengalokasikan risiko tersebut akan mengakibatkan
pertambahan biaya-biaya. Sehingga, perusahaan efek
agar dapat bersaing harus memperhitungkan dengan

seksama pertambahan biaya-biaya tersebut.
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Bab ITI

A. Eesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan vang telah
dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagal berikut:

1. balam suwatu klausula Force majeure dapat mengandung
unsur eksonerasi ketika klausula force majeure
diperluas berdasarkan kesepakatan para pihak untuk
hal-hal vyang dapat diduga. Unsur eksonerasi dapat
muncul dalam klausula force majeure ketika posisi
tawar para pihak tidak seimbang dalam perjanjian,
sehingga salah satu pihak dapat “menyalahgunakan
keadaan”.

KUHPer tidak mengatur secara khusus mengenai
klausula eksonerasi dan memberikan kebebasan bagi para
pihak untuk mengatur hal-hal dalam perjanijian
berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun, asas
penvalahgunaan keadaan vyang sejak dulu dimasukkan

sebagai keadaan yang bertentangan dengan ketertiban
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umum atau kebiasaan baik (gecde zeden) merupakan
batasan bagi penggunaan klausula eksonerasi.

Klausula force majeure yang mengandung unsur
eksonerasi diperbolehkan menurut KUHPer selama tidak
terdapat unsur penyalahgunaan keadaan. Hal ini berarti
posisi tawar antara para pihak ketika menyepakati
keadaan force majeure haruslah seimbang. Namun, KUHPer
hanya mengatur mengenal asas penyalahgunaan keadaan
secara tersirat, sedangkan Burgerlijk Wetboek Belanda
yang baru telah mengaturnya secara tegas.

UUPK tidak memungkiri timbulnya unsur eksonerasi
akibat adanya unsur adhesi dalam kontrak baku. Hal ini
disebabkan karena posisi tawar para pihak tidak
seimbang. Namun, untuk menghindari “penyalahgunaan
keadaan” akibat posisi tawar yang tidak seimbang, maka
UUPK memberikan batasan mengenai penggunaan klausula
baku, yakni tidak mengandung unsur eksonerasi.

. Karakter perusahaan efek Jjika dilihat dari sudut
kegiatan yang dilakukannya, vyaitu dinamis dan penuh
risike. Hal tersebut menyebabkan unsur kepercayaan
antara perusahaan efek dengan nasabahnya merupakan hal

yang penting.
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Perusahaan efek mempunyal tiga kegiatan usaha
vang diakui oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
Tentang Pasar Modal (UUGPM) adalah sebagai Perantara
Pedagang Efek, yaitu sebagai Penjamin Emisi Efek;
Perantara Pedagang Efek: dan sebagai Manager
Investasi. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut
diatas, perusahaan efek dapat- mengalami benturan
kepentingan dengan kepentingan emiten, nasabah, maupun
kepentingannya  sendiri. UUPM berusaha memberikan
perlindungan kepada nasabah untuk ° hal-hal yang
berhubungan dengan benturan kepentingan tersebut.

UUPM tidak memberikan keistimewaan khusus bagi
perusahaan efek untuk membebankan risiko yang 1lebih
luas kepada nasabahnya berhubungan dengan kegiatan
usahanya. Dengan demikian, bagi perusahaan sekuritas
berlaku ketentuan yang umum dalam hal penggunaan
klausula eksonerasi maupun klausula force majeure yang

mengandung unsur eksonerasi.
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B. Saran
Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka
penulis dengan ini mencoba memberikan saran, yakni:

1. Perlu diadakan penyempurnaan mengenai  penggunaan
klausula eksonerasi di Indonesia. UUPK lebih
menitikberatkan pada prosedur pembuatan klausula yang
sepihak daripada isi dari klausula tersebut. Hal
tersebut dapat menyebabkan timbulnya penafsiran yang
berbeda. Hal ini dikarenakan UUPK masih dibayangi oleh
pengertian klausula baku.

2. UUPK sebaiknya memperhatikan mengenai unsur eksonerasi
dalam klausula force majeure agar meminimalkan
kemungkinan pelaku wusaha menggunakan klausula force
majeure sebagai' tameng dalam menggunakan klausula
eksonerasi.

3. Perusahaan efek sebaiknya mempertimbangkan kemungkinan
pengalcockasikan risiko kepada pihak ketiga, misalnya
perusahaan asuransi, sehingga risiko-risiko vyang

mungkin timbul tidak hanya ditanggung oleh nasabah.

95

Pembebanan risiko..., Dian Oktarina, FH Ul, 2007



DAFTAR PUSTAKA

Accer's, C.. Pengajian Hukum Perdata Belanda. Cet.l.
Jakarta: Dian Rakyat, 1999.

Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Cet. 1.
Bandung: Penerbit Alumni, 1994.

, dkk.. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2001.

Balfas, Hamud M.. Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta:
PT. Tatanusa, 2006.

Budiono, Herlien. Asas Keseimbangan bagi Hukum
Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan
Asas-Asas Wigati Indonesia). Cet. 1. Bandung:
Penerbit PT. Cipta Aditvya Bakti, 2006.

Darmabrata, Wahyono. Hukum Perdata Pembahasan Mengenai
Asas-Asas Hukum Perdata. Cet. 2. Jakarta: Gitama
Jaya, 2006.

Fuady, Munir. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum
Bisnis). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. Hukum Bisnis

(Dalam Persepsi Manusia Modern). Bandung: Refika
Aditama, 2004,

Pembebanan risiko..., Dian Oktarina, FH Ul, 2007



Khakim, Abdul. Hukum Ketenagakerjaan Indenesia
(Berdasarkan Undang-Undang Nomeo 13 Tahun 2003).
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan
Konsumen. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004.

Nasution, Az, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu
Pengantar. Jakarta: Davya Widya, 1999.

Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar
Modal Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group,
2007.

Salim, Hukum  Kontrak (Teori & Teknik  Penyusunan
Kontrak). Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Samsul, Inosentius, Perlindungan Xonsumen (Kemungkinan
Penerapan Tanggung Jawab Mutlak). Jakarta: Program
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2004.

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.
Jakarta: Grasindo, 2000.

Siahaan, N. H. T.. Hukum Konsumen (Perlindungan FRonsumen
Dan Tanggung Jawab Produksi). Jakarta: Panta Rei,

2005.

Scoethiono, Ferdie, Klausula Eksonerasi Dalam Risalah
Lelang FEksekusi. Tesis Magister Hukum Universitas

Pembebanan risiko..., Dian Oktarina, FH Ul, 2007

e T T B

[N R TR T



Indonesia. Jakarta: 2006,

Subekti. Aneka Perjanjian. Cet. 10. Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1995,

Hukum Perjanjian. Cet. 19. Jakarta: Intermasa,
2002.

Pokok—-Pokok Hukum Perdata. Cet. 31. Jakarta:
Intermasa, 2003.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Cet. 31. Jakarta: Pradnya Paramita,
2001.

Suharnoko. Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus).
Cet.l. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Syahrani, Riduan. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum
Perdata. Cet. 4. Bandung: Penerbit Alumni, 2004.

Widjaia, Gunawan dan  Ahmad Yani. Hukum Tentang
Perlindungan Konsumen. Jakarta: Z T Gramedia

Pustaka utama, 2000,

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pasar Modal. UU No. 8,
LN, No. 64 tahun 1995.

. Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen.
UU No. 8, LN No. 42 tahun 1999,

. Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan. UU No.
13, LN Ne. 39 tahun 2003.

Pembebanan risiko..., Dian Oktarina, FH Ul, 2007



Nama

Tempat /Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Alamat

Warga Negara

Agama

Nama Ayah

Nama Ibu

Pendidikan

1. 2005-sekarang

2. 2001-2005
3.1998-2001
4.1995-1998

5.1989-1995

RIWAYAT HIDUP

: Dian Oktarina

Palembang, 2 Oktober 1983

: Perempuan

Jalan Taman Ratu Blok E2 No. 7

Jakarta Barat

Indonesia

Katolik

Untung, SH.

Lusia Natalia Shinta

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Trisakti
SMA Xaverius 1, Palembang.

SMP Xaverius III, Palembang.

SD Xaverius III, Palembang.
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SECURITIES

KONTRAK PEMBUKAAN REKENING
| (PERORANGAN)

NAMA -
NO. REK. :

Head Office :
]
..
AR
e L
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Jumlah Pehghasilan par ahur/ OO0 <Rp. 50.000.000,-

Anpual incoma

E.- - Referensi! Reference

1 Rp. 100.000.000,- lo Rp. 250.000.000,-
CJ  Rp. 500.000.000,- to Rp. 1.000.000.000,-

{1 - Rp. 50.000.000,- b Rp. 100,000,000,
[ Rp. 250,000.000,- io Rp. S00.000.000,-
[ Rp. > Rp. 1.000.000.000,-

Na._malName

Nama Perusahaan / Company Name

Jabatan f Posiffon

Na. Talapon ! Phone No.

No. HP { Moblie Phona Mo,

Mo. Facsimile f Fax No.

* Rekening Bank | Bank Account.. > =5 -

Nama Bank dan Cabang { Bank and &rench Name

Mo. Rekaning / Account No.

MNama Bank dan Cabang / Bank and Branch Name

Na. Rekanlng / Accouni No.

Narna Bank dan Cabang  Bank snd Branch Name

Na, Rekaning f Account No.

Alsy Nama / Under the Name Pa;'al'l Stgn here
Alas Nama f Undar the Nama Paral f Sign here
Alns Nama | l._!nderl‘ha Name Poratl! Sign here

G.:
Pengalaman lvestssl! Experince in-investment

[0  sahami Equities

Latar Belakang Keuangan & Investasl f Fipancial & Inve

stments Baground . Foeme Ty
Tujuan Investasl ! Invesiment Objectfvcs T

[ Pertumbuhan yang capal/ Aggrossive Growth
[0  Perumbuhan / Growth
O Pendapatan/ incomo

[ Koutvhan Modal f Capital Proservation

1 Obligas! Fired fncoms
[ Dedlvatif  Dervatives
0 Latnya/Others
H. Jumlah De
Jumlah Daposit Awal ! jnifal Doposit

nosit & Batas Transaksi/ Initial Deposit & Trading

Batas Transsks! [ Trading Lim#

. Alamat Karespondensi dan Konfirmasi/ Correspondence and Confirmation Address -

Semus Komspondens| dan Data Rekening harap dikidmban ke /
All the Cormapondenca refated with the account please sent to

3 Alamat Rumah / Home Addross

1 Aamat Kantorf Office

3  E-mal

Palayanan Konfirmas!

Conformatien Service
[ FaxHo,
3 E-meid

Informasi Lain-lain f Miscellane

ous fnformation *

Apakah sryda mempunyal saudara atau anggata keluarga {termasuk orang tus/saudara Ir.and‘ung} yang behurja diPT Sa.rl]ara Pan'nana Sekurﬂas dan!aluu aﬁllaslnya?

Do you have any relatives working in PT Sarfayn Permana Sehurias end/or any R effilaled ?

1 YalvYes
O Tidak? Mo
Bia ya, sehutkan, Nama
¥ Yes, piansa mention, Name .

Bagian

Depariment

Apaksh anda mempumyal saudara atau anggota keluarga {lermasuk oreng tua/saudera kandimg) yang bekerja pada perusahaan afek Izin, Bursa Efek, Perusahaan yang
dlatur oleh Buraa Efek/ Bapepam, Bank, Asurens! slau Lembaga Kauangan sejanls 7

Do you have eny mlstives working in other sacurities company. Stock Exchanga, othsr company under supervsed by Slock Exchange or SEC, Bank, Insurance Companias
or other finendal instiution ?

O vaives

3} Tidak 7 Mo
Blia ya, sebutkan, Nama Parusahaan :
f Yos, ploass mention, Name: Company .
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Apakah anda rmmpunyal saudara alau anggnla keluarga {tarmasuk crang tua/saudam kandung} yang mempunyal stalus sebagal seqrang karyawan dari Pcrusahaan .
Direktur atau memguniyal pangandalian pada suaty perusahasn publik eley kepemfiikan lathadep seham yang dilatang 7 .
Do yoit have any refalives being an employes, D:'mdor or haying conlrol to snypubﬁc mwmm orhqvfng prohfbfﬂod shnra ?

B Yaf Yor -
LI Tdak/No .
Bila ya, sebutkan, Nama Baglan
i Yes, pleass montion, Name : Oompany:

Apakah anda sudah memiiikd Rekening pmduk invaslasl E
Dowuhawhvawmntmdudh bl i =

3 Yafves
[ Tdak/No

Bllp ya, sebutian, No. Rekening

¥ Yos, please maniiod, Accounl No.

; W o / alau afiilasinya ? . -
: and for any or s afffatad 7 : . N

.”Apakah arda sudah memilikl Rekening produk Investasl.di MTRA
Do ywhava lavestmant Produet Accounl in PT Snn}ayn Pzarmana

[ YafYes
3 Tidak/No

Blla ya, sebutkan, No. Rekenlng

If Yey, pfagse mention, A { No.

Seﬁn'asl Fa'mar ? i : ’

K.

Mabon diés] dangan hundl cetak Minkmal Pengbhn4karaklarnuﬂmal 15 karakier

- Permohonan User ID KhususUntuk Online Trading / User 1D opnanal for Online Tradmg users

1 1 1

1.

L.
i Dengan Inl saya manyatakan hahwa

: Pernyataan I Declaratron - -

Samua Informas! yang saya canfumkan pada formulic Int adalah benar dan sah;

bllamana dikemudian har terdapal tuntulan atas transaks) dan { alau rokening

{-rekaning) Eaya, maka saya bedapggung Jawab penuh alaa segala tunfutan phak
- ketiga bajk secans pardala maupun pidana,

Semiis pambaysran dana hanya ditujukan kepada rekening Bank yang tslah

diturguk alah danfalav afilasinya ales nams BT

Samua panyeloran efek hanya, dilujukan kepada rekaning efek PT Sarijaya
Parmana Sekurilas ol Lembaga Panylmpanan dan Panyelesatan {LPP);

Saya m. wo g kepada PT Sarijaya Permana Sekurilas danfatau
afllasinya umuk memarlksa kobenaran semua informes] larsebul;

Saya mengertl bahwa perselujuan pembukaan rekening dapal dipertimbangkan
untuk dibarkan berdasarkaq [nformasl dalam formullr Inl dan syara? - syarat
perjanfian Rinnya, PT Sarijaya Pemmana Sekuritas mempunyal hak untuk manolak
apllkas! ind tanpa adanya keharusan untuk memborika alasan.

¥We horsy a'raaaré that:

1. Am hﬁ:\umwﬂ statad fn this fortit am, cormeet and vaiig: R thers I5 sny ciaims on
transacton andlorour aommﬂ{sj We arf Wmsponsib.fn o0 any claims of tha
{rird parly, afther ort ¢ or criminal cose .

o

2 Al paymenis arfmd may an'ba dsposf(&n’ fo g bank accnunr sssigned bygr

andfar s e)‘r .'.'gfg’ o ke, mrne o!m

3. Al Siock which deposied rnay only be sd’dmsseﬂm b‘la of PT Suiaya Permana
Sekuritas atock 'account in Dapusrl’ory aqd Salt.’amenf Agency (LPP);

4. W garanted aulhprity PT Sarijaya Panmna Sekunras andfor ks affilists to
check comeciness of ait hrmmauon

5 Wa undsrslood that the spproval on Dpnnmg scmmt muy bo cunsHamd {o be
granted based an information in this form and the cond@uns of othar sgreomant,
PY Sarjayas Permana Sekurias has & nghl' [ overw!a thls spglication wfrho:d
obligation fo give meason; -

Maloral
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3 - Rp. 50.000.000,- to Rp. 100.000.000,-
O Rp. 250.000.000,- to Rp. 500.000.000,-
[} Ap. > Rp. 1.000.000.000,-

Jumiah Panghasiian por tahun/ O <Rp. 50.000.000,-
Annual Income O3 Rp. 100.000.000,- o Rp. 250.000.000, -

EJ Rp. 500.000.000,- 1o Rp, 1.000.000.000,-

E. - Referensi! Reference .

Nama / Name

HNama Perutahaan ! Company Name Jabatan / Poshifort

MNo. HP | Moblie Phone No. No. Facsimlla f Fax No.

No, Telepon ! Phone Ne.

-Rekening Bank / Bank Account. "5 Al T

Nama Bank dan Cabang / Bank and Branch Nama No. Rekening / Account No, Alas Nama / Undsr the Nams Pa-raff Sign here
Nama Bank dan Cabang { Benk and Branch Name | No. Rekenlng } Account No. Alas Nama { Under the Name Paral / Sign hara
Nama Bank dan Cabang / Bank and Brarich Narme | No. Rekanlng / Account No. Alas Nama { Undar the Name Paral{ Sign here

stments Baground -~ -0 e
Tujuan Investas { fnvestmant Ob]ccﬂves

G.: Latar Belakang Keuangan & Investas! / Financial & Inve
Pengalaman Investasll Experfnce Jninvestment

._

) saham/Equities 3  Pertumbuhen yang cepai { Aggressivo Growth
O3 obiged{ Fixed incoma 0 Perlumbuhan / Growth
O Dedvatii Dedvatives 3 Pendapatan ! lncome
1 tialwmya/Others [0 Koulvhan Modal f Gapital Preservation
H. Jumlah Deposit & Batas Transaksl / Initial Deposit & Trading =~ = - -
Jumigh Deposit Awal { inftial Doposit Batas Transakal { Tradhg Uit

-~ Alamat Korespondensi dan Konfirmasi { Correspondence and Confirmation Address -

Semua Korsspondens! dan Data Rekening harap diklfimkan ke f Palayanasn Konfirmasl
Afl tre Comespondence related with the account plasse sent fo Conformation Service
[0 Asamat Rumah/ Home Agdress O  FaxNo,
33 AamatKantor] Office [0 E-meid

C0 E-man

"Informasi Lain-lain | Miscellaneous ;'nformanon ; : T B T
apahuh anda mempumyal saudara atau anggola keluarga (fermasuk omang Wwa/saudam Imndunq] yang hokada dtPY Sarl]ara Perrnanu Snkum.as darufatau aﬁl‘asmya 7
Do you have any miatves working in PT Sarflaya Permana Sekuriias andfr any s affiated 7 ,

1 Ya/Yea
C1 Tdak £ Mo
Bila ya, sebutian, Hama Baglan
¥ Yeo, plaaca mortion, Name : Dapartrant :

Apakah anda mempunysl saudara ateu enggota kefuarga (termasuk vrang ua/saudara kandung) yang beketja pada perusahaan efak laln, Bursa Efek, Parusahaan yang
dlatur oleh Bursa Efek/ Bapepam, Pank, Asurans| atau bembaga Keuangan ssjanls 7

Do you have any relatives working in other recunities company, Stock Exchange, other comparny under supervised by Stock Exchanga or SEC, Bank, nsurance Companies
or other finandlat Insiitution ?

1 YaivYes

O Tidek / Mo
Blla ya, aabulkan, Nama Perusahean :
I Yes, ploass menbon, Name: Company :
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Apakah anda rmmpunyal saudara alau anggols keluarga {lermasuk crang ua/saudaa kandung) yang mempunyal stalus sabagal seurang karyawan dan Perusahaan ’
Direkii atau mempunyal pengendaBan pada suatu perusahaan publik alau kopoemillkan larhadep seham yang dilarang ¢
Dﬂ you have any mlatives balng an amphynu. D.'mclororhaving canlrol tu unypubhc wmm orhqvlng pmh!bhled shm 7 ] A
1 Yaj"{es - - : : . .
O moakiNe ’ : ) ) : . o
Bila ya, sebutkan, Nama Baglan
if Yo3. pfoase meptron, Name.: Cumpany

Doyouhawhwsﬂnoanmdudh gy
3 Yalvas
[ Tdsk f No

Bila ya, sebutkan, No. Rekaning
i Yas, plaase montian, Account No.

Apakeh anda sudah memiiid Rekenlng produk byestasl dl MITRA W
Do you hava fnvasiment Produe! Account In PT Sarffaya Parmana Sekunlas' Pa 7
O YafYes -

) Tidek!No

Blla ya, ssbuikan, No. Rekenlng
1f Yea, plasse mantlan, Account No. : ) g : - R R

K. - Permohanan UserID Khusus-Untuk Online Trading / User D optional for Qnline Trading users’;
Mohon dilsl dengan huru? ealak Minlmal penglsian 4 kerakder maximal 15 karaider - o

L

Pernyataan f Decfara::on - '

Dangan il saya menyatakan bahwu ' z e horééy d'sd'ﬂ'ré that : £
1. Semwa Informasl yang saya canlumkan pada formulir In} adalah banar dan sah; 1. AT hrmmuqn stalad in this rorm m mmed and valid; R there 5 any cfalms on
bifamana diksmudian har tecdapat funiulan atas transaks| dan f alau rokaning tensacint md/orouracmwﬂ(s), e ar Wmsponswn an any claims of the
(tekenlng) saya, maka saya bertanggung jawab penuh alas segala twntutan plhak third pariy, efthar on civl or criminal case.
- kotiga balk secara perdala maupun pidana, Lo
2. Spmia pembayaran dana hanya dilujukan kepada rekenlng Bank yang lelah 2. AR paymenis of fund may quybe d’uposf(qd fa 4!1!111{ amuﬂl’ ossigned by @T
m"‘"k cleh w den/alav afilasinya alas nama g‘l‘ gndfor ita am;gl’f on s’ ,namu ofm
3. Semua panyetoran efek hanya ditujukan kepada rekaning efek PT Sari]aya 3. Al Slock which depesiled maymy [i1:] sddmueﬁ o b‘ie olPT ' Sarfayn Permana
. Penmmana Sekurtas dl Lembaga Penylmpanan dan Penyelasalan (LPP). Sekurites siock mccount in Dapus.'rury and Semsmanr Agancy {LrPP);
4, Saya memborl wewonang kepada PT Sarljaya Permana Sekurilas danfatau 4. Wa garantad authn’fy PT Sanjaya Pmmcna Sekunfas and/w Hs affillsls to
efillaslnya unluk memorlksa kebenaran semua Infoermasl lorsebut: chack comectngss of aft nformatior; - ¢
5. Saya mengorti bahwa perselujuan pembukaan rakening dapal dipedimbangkan 5. We wndarsiood that ihe appmval on oponlng ar.wmt may be comidamd to be
uatuk diboerikan bardasarkan Informpsi dalam formulir Inl dan syarat - syaral granfed based on informatian In this form: end the tondlions of other sgroomsnt,
perjanfan lalnnya, PT Sarjoya Permana Svkuritas mempunyal hak untuk manolak PT Sarjaya Parmana Sekudias has & .dghr fo avenu.lo this spplicition wflhwt
splikasi [nl tanpa sdanya koharusan untuk memborika alasan. obligation lo give reason; -
f !
Matarai ; . -,
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Kontrak Pemhukaan Rekening
Onening Account Gonfract

Mo, Formulir Pembukasn Rekenlng ["Fomaulic) /
. Accoun! Opsnlng Form {"Ferm’) No.

Mo. Kenlrak ! Caniract No. Harl dan Tanggal/ Day dan Daie

Kanirak Pembukaan Rekaning Efek {"Konlrak™) Inl, yang merupakan salu
Kazatyan dan baglan yang idak terpisahkan dengan Formulic dan Persyaralan
dan Kefentuan Perdagangen Efek yong skan dibual kemudian, dibuat dan
ditandatangenl oleh dan antara

1, m. suatu Persarean Terbatas
berkodudukan di Jakara, beral nlor pusal
4 an atau

afllasinya untuk selonjutnys disobul juga “Pearusataan™

2. Nasabah Parusahaan, yang datanya disebulkan pada Formullr uniuk
solanjutnya disgtut fuga "Nasabah®,

Pacurashaan dan Nasehah selanjutnya disebut sebegei "Para Pihak” sepakal untuk
mengikalkan dif dalam Koalrak, dengan-ketanluan dan persyaratan asbagal
berilag :

Dalam Kontrak nl yang dimakeud dangan :

1. Efek.adalok Surel berhargs yaltu Surat pangakuan ulang, sursl berharga
kornarslal. saham, obfigasl, landa bukt utang . Unit Penysriaan konlrak
Inveatas| kolektif, kontrak berfjangka atas Efek dan selap desdvetif dar
Efsk, {vido UU No. B Tehun 1835 pasal 1).

2. Bursa Elek adalah Pihak yang menyclenggarakan dan maayodiakan alsiem
dan siau sarsna intuk memperiemukan panavaran juaf dan bed Efek Pihak-
Pihak lain dengan fujuan memperdagangkan Efak fiantara mereka, [vide LU
No B tatwm 1835 pasal 1).

3, Had Bursa sdalsh har diselenggarakennya pordagangan efek diburaa
ral had $25in sampal dsngen Am'al, kecuall har lsraetut marupakan had Bur
nasional glay dimyatakan sebagal harl fbur Busa éleh Bursa.

Nasabah dengan inl memberiian kuesa kepa {1 Perusahaan untuk: :

A, Wombubka dan memabhara rekening | rekaning) Efek alas nama Nasabah
pada Parusahann untuk maksud pembellan, panjualon, ponukaran,
panyershan etstpun untuk maksud dilakukannya perbuatan-perbualan
ke fain seumumeoya atas, stau sehubungan dengon sotiap dan segala
Jenla Efek.

8. Mongoperasikan rokening {-rekenlng) tersgbut sosual dengan perinlah dar?
Nasabah atau wakilkeasanya yang sah.

C. Menarima, menyerahlan alay menyimaan uang dan/atau Efek untuk dan atas
nama Nasabah {spabfla Nasabah fldak memilikl Jasa kuslodian 1ersendir)

D.  Menerima, mamysrahken sejurnish uang danfatau Efek yang ditransalcidan
darlepada Bank Kustods Nasabah untuk dan atas Nama Nasabah {apabda
Masebah memiid Jasa kusledian tersandld.)

E. Membuka, memelihara den mengoparasikan sub rekoning Efek ates
nama Nasabah pada Lambaga Penyimpanan dan Penyelzaslan I,'%PP'}
untuk kepentingan Masabat,

. Dapa.l memyerahkan vang danfalau Efok Nasabah di Perusahaan dengan cara
memindahkaniiransfer uang danfatau Efek Hassbah ke rekening
Jaminan (coflaters) Pentsahann di Lembaga Kirlng dan Penjaminan (LKP)
danfatav LPP sepanjang vang dasfalau Efek ieraebut letap dicalal atas
nama Nasatrah,

G- Menandalanganl surat pesanan dalarn hal parnlah dilakukan secara Esan. g

Kisa=a yang dibwilan oleh Nasabah kepada Perusahash untuk molakukan
hal tareobut cEalas, Gdak diberikan dalam bentuk Sural Kuasa yang lerpisat

dan Nasaboh dengan Inl memyetuj puta bahwa setiap pembs yang
dilakukan cleh Nasabah dengan Perusah {dalam hal Inf pajabat yang
ditjuk oleh Parusahaan) direkam ofeh Perusahaan dan rek tersobed

-nerupaksn buktl yang sah dan menglkat Nasabah dan Perusahasn.

This Secutios Account Opening, Contract "Contract’), which Is an klegral part
of tha Form and the Trading Torms and Conditions le bs mads lataris mads
and signad by and between:

1. PRI - :iitd Lstiity Company
domkedod In Jakara . which have an addrass
heralnaller refemed lo 85 “the Company”. )

2. The Chent of tha Canpsny, which Is mentfonod in the form hereinafter
roferred (0 as the Client”,

The Company and The Ciland hereinalter reisined o as "the Partlas™ have sgreed
add cormumitiad them sehas in 8 Cantract with Terms mdcjrdmun' s s foflows:

in ikls Contract mognt by -

1. Socurfies thaf mean promissory nolas, rfal papar, sharas, bonda,
avid of ndablad , Pariicipation Units of colfeciive invesiment
contracd, fulures coniracls related (o Securities, and alf dervalives of
Socunities {vids Law No_ 8 Year 1895 arlicle 1).

2  Securtiay Exchange thall maean a Parly that orgenizas and provides tha
aystam and or fachities that are used to unite sl and purchase offor of
the othar parias with purpasas (o irado seciritios Among thom f\nds Law
No, § Year 1895 mrticla 1),

Jd.  Exchange Day shal moan & day whare the securities lrading Is erganized
in the exchange, siariing from Monday up lo Friday, except the day s o

nationaf hollday or staled o3 the Exchangs holiday by the Eri:hange.

The Glien! hereby granis & _r,iomr of attormey to tho Company:

A Toopen and malptaln Secudliea accounl{s} on behalf of the Client In the
Company for the pirposs af purchesing, sefiing, exchanging, iranxlorming
o for conducting other iégal actions In gonoral on, or In relalions o each
and alf kinds of Sacuritfos.

B. To oporafe the eccouni {3) In accordance with tha instruciion of the
Chani or s proxy

C. Tomcalve, transfer or deposit monay and/or Sccurlias far and on behall
of the Cifenl {# the Clienl doas nol have iis own custodian service)

0. Toracolvetransfer money and Securlies which i ransaded from fathe
Cliant's Cuslodian Bank for and on behalf of the Cant. (if the Client has
Ns owm custodian senvice),

E. Toopsn, maintain and operaie tha Securiifes sub account [ the name of
tho Cifeal en the Dapository and Seftlement Agency ("LPP7) for the
fnforest of the Cliant.

F  May assign the money andior Glienis Secuilies In the Company by
{ransfarring the money and/or Clionts Sacusities Io the Company's
collateral accoum! al tha Clearance and Golfaloral Agancy {LKP) and/or
LPF a5 jang asa the money sndfor Secunilies aro remain recorded in
tho name of the Client.

To sign the ordor felier if tho order is mads orally. The power of
atlorney proviged by tha Client fo thoe Compeny to do the
ebovomantiongd acl shelf not ba given in the form of separatod power
of altomey and the Cllent hareby sgroas that sach conversation which
hove beon conductod betweoan the Cliant and the Company (Tn this case
the appolnted &ificial of the Company) shafl bo recorded by the Company
and the mcord shall constituta es the fegel and binding evidenca for the
Clont and the Company.

Pembebanan risiko...

, Dian Oktarina, FH Ul, 2007

[



H. Managit, menerima dan mengumpulian: H. To claim, mgelve and collacl!

L Bunga yang didisidbuvalkan/dibayorkan alas Efek miilk Hasabah I:]
yang d‘;qlrnpan o Perusahaan, alau;

L Elgk, vang alau herla laln yang tmbulibarosal darl atau dilawarkan
nebagal bonus, pangemballan (pambayaran kembsli), Pemecahan,
opsl atau Jalnnya sshubungan dengan Efek, dan mengkredilkannya ka
rokering {-rakening) Nasabah {kocuall dinsiruksikanidiperintahkan fain
oleh Masabah).

Berkensan dangan hal terasbut dletss, Nazabah dangan Inl
manunjuk dan hankan kyasa kepada Parusahaan dan Peruashasn
dangan Inl menarima p Jukan dan pembesian kuada { but
vntuk berindak sebagnl Xustedlan aies sellap dan segala jenls Efek
dan/atau uang dalam rokening (ekering} Nasabah,

| Mengkraditkan sstlap hasll genjualan. penukeran, &tau panyerahan 3
Efek alas nama Masabsh ke rekesing (- «1ekaning) Masabah (kecuell
dirtrukslkan/digaintahkan lain cecara lerluks oleh Nasabah).

J.  Mendebll rekening (-rekening)} Nasabah untuk pembayaran danfalau E 4
peluzasan komial, blaya [asa perusahaen efek laln, pengeluaran blaya
baa, gantl rug), denda, penaltl provisl, pajak, blaya fayanan Jasa sub e
rekening, blaya pealtipan, bleys laln dan penyelasalan segala
kewa]lban Naszabah kepada Parussheaan maupun plhak kollga
gan atau phak lalnnya.

K. Mencslikan deposil, menjusl Jamlnan {collaieral) dan/siau Elek-Efak E’ K
Pural

milik Mexabah {dan memperhilungkan hest panjualan tarsabul unluk
kepontingan Nazabah dan Perusehasn) atas sklbat entatz laln datam
hal Nasabah muolakukan cidera }anji : gegal bayar malabihl balas
trunsaksl dan [aln-lain. Kuasa yang Siberll baplan yang
tidak tarplaahkan dar Konirak Inl dan karenanys UUak dapal dicabut
dan tidak akan barakhlr karens webeb-sebeb yang tarcanlum dalam
¥elonluan pasal 1813, 1814 dan 1816 Kilab Undang:-Undang Hukum
Pardata Indanesla alay kirena sebab apapon juga.

L Menyasuaikan, manggabungken, mengkonszalldaslkan alau | I L

Distdburadfpa!d Interast on the Socurillas of the Cloni which kopt In
the Company, or,

i Securitfes, monsy and other properilos which Hsanfonglnated from or
efforad 82 bonus, re-peyment, dividing/spliting, eptfons er other
{n reietion fo the Securilies and to eradit tham Inlo tha Client's
accouni{s) funfess deferminedinsirudied otherwise by the Clisni),

in conneciion with the abeve matlers, the Chan! hareby appoints and
granis & powsr of allornay to the Company and the Company hereby
accepls the appolatmeni and the eHomey. te acl #3 Gualodian of each
and sl kind of Securities andior money i the Clisnl actouni(s).

To cradit eech procesd of the sefes, sxchanges or Iranafer of the
Securitios in the name of the Clfent inlo the Clienl's sccounl(s} funlass
insirucied forderud otharwise kn writing by tha Ciiant).

To dabit the Clfeni's I{s) for the pay ! and/or commlisslons
Astilament, faay of cther Securlilas Companies, expandilure, dulias,
compensalion, fine, penally, provision, lax, sub account service fes.
daposilory fow and other costs end salifament of all tha Cllenl's obligation
o the Company or the third parly endor othor parly

To Bjifdala doposis, io saif collaferal andfar Securiifes of the Cleent {and {o
cafculale (he 3mles procaeds for fthe inte¥est of Cilent end
Company] on tha q a3 BN othar if the Ciient condurt an avent
of dafauil; payment failure, sxceading iransaction limit and others, Thla
pewer of alicmey is an lalegra! ped of thiy Coniract and tharefore R s
irevoeably and shall not be lerminatod by causes as stated b article 18 13,
1874 end Y818 of Indonoxian Chi Law Code o dus [o any other 3aesons.

To adiust, unlia, consclidate or closa {without any cbilgelica to

menutup (tanpa harus menysbuikan suatu al 1 Juga)

lekan]nu { rekanlng) HNasabah pada Perusahaan don melaksanakan
P hak danfatau kewajlban etau mamindahkan
]umlah krm:ln pnda rakening {-rakening) tersabul unluk palunasan
wellap kewa]lban, tangung ]nwab alau hutang Nushah kopuda
Perusahaan. Dalam hal penggabung ' Idmsk
penjumpasn hak danfaiau kewaliban alau pumlndahan Jumiah
kredil {arsebul distes memeruken aleu mangharuakan kanveral
mala vang dadl vang yang eda peda rakaning (-rekaning) iersebut,
maka konvers| tarsebut ekan dilaksanakan dangan kurs konvarsl yanp
beriaky dipasar untud mala veng yanp bhersengkulan pada her
dllaksanakannys penggabungan, konsalldasl, kempsensasl
panjumpaan hek dan alau kewafiben alau pemindahan jumlsh kredil
(srebud sabagrlmana yang ditentukan sendin oleh Perusahaan

Semua hal terasbul dlatas bessria segala akibat dan kews|lban yang Umbul
wdalah elea langgungan dan reslko Nesabah. Dalam malakaanakan segala

i

or any 1) the Ciient accounl{s) & tha Company and [o camy
cul/execule compensation by oiseliing of rights andfor obligation or fo
transfer the credit amount Into the gccount {3}, for the saitfemant of aft
obligation, Hsbild.‘os or dapl of the Ciien! fo ths Company in Case of unity
idali p tian offasting rights andior obligatfons or
g H‘Jc b inad credit I. reguire or obiige cumancy
converzion of the maoney In the accounl(s), the convestions shall ba carmied
ouf bersed on the prevailing convarsion exchange rale af tho mackat
for tha currsncy in concomad on Ihe day when conducting unile I
tion, conpensalionsetiiement of right andfor obligaiions and transfering
of the credit smount a5 delertnined by the €

e HILK

Any matiors 83 menbaned above including the enlira oul coma and oblgation are
on the Cent't responsibifily and risi In carrying ouf whalever requsled or am-

spa yang diminta stau dikuasakan bardasarkan Kontrak Inl, Perusahaan dapat powered based on this Contrac, tha Company may cay outoxacule il by it
molaksanakannya sendiil alaupun malalul perusahaan lain, agen, mlira solf or through the othar company, agoni(s), company poriner(s) or athor party
Ponrsahaan play pihak lain yang dipiih oleh Perusshaan. {haz2) which chosen by the Company.

{-rekaning) yang dibuke, dipebhara dan dioperasiksn alas nama Nasabah akan

Hasabeh dangan inl mengakul dan menysiujul bahwa rekening D Tha Ciient hereby acinowladgas and agrees that the sccouni(s) which (s openad,
Pured

dibuka, dipelihera dan dioperasan oloh Peruaahaan berdasarkan kolenluan
dan gyaral dbawah Ind :

{<ekaning) Nasabah, panyelesadan transaksl dan patintah yag diberdkan oleh
Nasabah skan selalu 1erikel dan tunduk pada Undang-Undang . Paraturan-
poral yang beraky di Ind la termasuk telapl Udak lerbalas pada
ketenhuan- ketentuan Pasar Modal, Buraa Efek, dan Lembaga yang berwenang
meourut Paraturan Perundang-undangan yond barfaku (*Peraluran™) dan
{ambahan-tambahan alau perubahan-porebahan yang tolah di kkan ks
Poraluran alau yang diumumkan kemudian, kebiasaan, kolaziman yang
badaku di furtadiksl ataupun Bursa Efek dimana transaksi lersebut dilakwkan
dan pasat-pasal yang dialur dalam konlrak ini, Apabila Nasabah melanggar
kelonluan yang dialur dalem pasal Inl, maka Nazabah menyatakan batwa
Perusahaon Udak akan mananggung koruglan yang < derila ofph Naxabah
yarg disetiabian oloh hat-hal yang lelah dissbutian diatas malalnkan keanuglan
akan menfadl langgunyg Jawab Nasabah sepomahnya | k pula keruglan
yang disababkan karenan perubahan kebijaksanaan pamorinlah danfatau
lembaga yang berwenang di bidang Pasar Modal,

1 Setlap transeksl atas Efek yang dilakukan atas nama reXaning l:l 1.
Parel

and

smulnialned and operated in the name of the Client wif be opened, maintainod,

poraled by the Compeny basad on tha folfowing torms and condiffons:

Each tronsaction on securilles conducted in the nama of (he
Clienls account (5), ransaction 3ettierent and Instruction 83 essignod by

_!Ho Charll' shalf ba slways aubfocted lo the prevefing law,

fn Indonesis, including but noi IHimited fo provision af
caprraf markel, Sacurities exchange and the compeloat instittlion
according fo tka pravealiing law reguistions {"Regufailion? and m'n.'r

ddandum or dment which have beon Inciud ‘Inlo .l.‘m g

or apaounced latar on, the prevaliing custem in a jursdictlon Securilias
Exchangs whor the transaclion i3 takon place and the provizian of this
articls, then the Clant doclary thal the Company shell nol spbfect to By
loyy suffared by the Cifent s a resuft of the maiter mantloned above
raltar  sholl ba enlirely Client's responsibilily and 30 any loss dua to the
amendment of the pelicy df the Govammen! erdior Agency which has
avthorlly In capffal markal
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i Naaahah walib menyerahkan | ¢ pada parusahaan, yang
jumlahnya diantukan olsh Persghaan borda:.artan kebifakan Perusahaan
yang dapal berubsh sewzktu.wakiu tanpa pamberitatuan tadablh dahuly,
untuk mendapalkan bates transekal (Trading Liml) sabatum Nasabsh
mamberlkan parntah ransaks], Terdepes dad hal larsetu diglns, Hasadah
walls membayer setlap kekurangan dan melunasi setiap jumiah yang
torhulang yang Umbul darl swatu lransakal Efek atas nama rakening {-
rekening} Hasabah, berilad kewafiban Laky (Fka 8da) yang besamya dienlukan
oleh Fanusahaan menurut kabiokon donfatau kelontuan Parusahaan,

Soliap pedntah Nasabah, dapal disampalkan sacara lisan danfalau secara
testulfs dalam benbi surat pesanan, metalul meda sakimnb, denfatsu madia
komunikas! Jaln uptuk pardagangan Elek tarmasuk talapl tidak lartatas pade
perdagangan Efok Jarak Jauh { radfing), perdag Elek secara an-ine
{on-line {rading), perdagangan malatul Internel {Inlarnel trading},
perdagangan Efck sscam moblla {motile rading) melaful efsism efeiironlk
yang [elah dilanlukan ofch Perusahaan, lidak dibatasl oleh batas-batas
wilzynh danfatau negara kepada karyawan yang barwenang ok Penssahsan.
Jika porntah Nasabah disampalkan secara lisan, Perusahaan bachak untuk
menﬂnla sural pesanan, baik yang akan maupun yang sudah dlnksanakan
transakslvya dan nasabah wajib unluk berikan suat p

Berkanaan dangan perintah Masebah yang dl palkan lalul
media sloktronk atau medla komunDas| lain danatau slsiem elakdronlk
yang dilenh dan oleh Perusshaan, Nasahah dangan Il manyatalen barangoung
jawab atas kaabsahan dan kebanaran data perintsh yary disampalkan atau
dilujukan kepada perusshaan, bordasarkan date perintah yang dilsrima clah
alsism kompuler Perusahaan dan karsnanya dlakul oleh Masabah tanpa
diperfulan tanda tangan Nasabah dan merupakan satu - maburrya bukdf tutulis
yang ash dan mengiat Nasabah dan perusahaan .

Penssahaan bandasarkan kebijaken ssndii dapat mensniufican suatu transaks|
Efek alas pesintah Masabah untuk rekening (-rokening) Efek Nasabah alau
6!ay nama Masahah melakd Burea Efek, Parusahahn Efok Lain, daksanakan
mekalul media alakirontk dan/atas modia komuniicasl Lain termasuk tetapd Sdak
hrbal.as pads pudagangan £fzk jarak Jauh (remots frading) , pardagangan

t trading), pardagagas Efek secara onine {on-line
tradrg) dan wﬂagmﬂuk umn‘nbﬂe(rmbih trading} dan/atau molalid
slslam alekironik laln yang lelah ditentukan olsh Penmahaan, tidak clibalas
olah balas - balas wilayah danfateu negara,

Perusahaan (termasuk dlsinl: direksl, karyawan , wakil atau kuasa
Perusahaan) dapat tetap melaksanakan lransoke] atas nama Parusahaan
dan dapal pula mengambid posis? law n lerhadap insiruks| alau perintah
Neaabah, balk uniuk kepantingan pefusahaan atau kepanllngan
Nasahah laln daed parusahaan,

Datam hal syalu lransakal tetap dllaksanakan walaupun Nasahah teleh
membatalkan pesonannya, maka Nasabah telap betanggung Jaweb alas
transaksl ypng bers.angkulan kecuall ransaks| diaksanakan 20 {tiga puluh)

marlt alau leblh h pedntah p 'an pesanan diterima oleh
Parusahaan untuk ronsaksl Efok fang duakuknn dl lndonnsla mtau 24
{dusputsh empal) jam ateu lebih h perinlah pemd p
dilarima yang dlekuken ditvar negen.

Uang dan/atav Efok dalom Rekening Efok atas nama MNasabah dapatl
disimpan dalam Rokening Efek pada Bank Kustodian ataw LPP atas pama
Panssahaan uniuk kepantingan Nasebah yang borsangkutan dengan blaya
yang ditanggung oleh Nasabah, sepanjang {erdapat catatan dalam Rekering
Elek pada Bank Kusicdian atau LPP lersebut bahwa vang danfalav Efok
dimakaud dirmikl oleh npsabah.

Uniuk k2pantingan rekening (-rokening} Nazabah pacla Perusahaan,
Parusahaan berhok untuk membeli Efok {anlara laln guna rmanudup satdo
nogatil Efok) dangan menggunakan vang yang ada pads rekentng {-rekening)
Nesabah iarsebul alaupun menjual Efek yang ada pada rekening {~skenlng}

- lersebut dan manggunakan haal panjualan iarsebul unluk menulupl sakdo
negalif dana Nasabah. Apabia dalam hal dana monunjukken saldo negatii
dalam Rekening Efek Nasabah don lerhadap hal fersebul dipedukan dana
tanpa monghilangken jurtiah Efek yang lerdapal pada Rekanlng Elek
MNesabah, Parusahaan dapat menggunakan Elek dalam Rekaning Elak
Nasabah lersobul sebagal Jaminan atas kredit bank atau fembaga keuangan
latmya.

Dﬁ.

Pared

D&

Pl

[;]9.

Tha Cilanl obligates fo submit cofiaforal to the O ¥, which tha
amouvnl of colfateral daiermined by the Company based on fhe
Cempany’s policy that may charge &t anplirme without priar nalifiction, for
oblalning Trading Limit bofore tha Clien! assign an insiruction,
Nolwithstanding the sbove maliers, the Gllant obligata to pay/seitla
deflclency and pay of aif oufstanding Incusred from ihe Secuniles
transaction /n tha namo of the Clanl's accounty), together with ather
obligationfs} (if sny} which is amount detarmined by the

Campany accarding to the Gompany's policy and proviions.

Each Clant's nstrretion, may be given arally sand/ior In writing in the form
of ordar letier threugh an elecironle madia and/or other communleation
radia for the Securdties irading Including bui not mitad to remola
trading, onfing lrading, Inieme! irading, mobille trading, through elactronkc
aystom which have bean d d by the Company, ol reskicied by
aroa and/or slale borders fo the avihorzed smplay in the Company.
¥ the Clenr's instsuctfon Is submitied orally, the Campany shail b eniitfad
o have the order foller either its transaction of which ¥ wiff ar have bean
arscuicd and the Cliant obfigale fo assign the order leiior In concemod.

In connoction with the Cllont’s inkruction submiifsd though an slacironic
ntadia or othor communication medie sndfor efactronle sysiem which Is
delarmined by the Company, the Cleni harby deifaras lo be responsible
on valldity 8nd correcinesa of the Insiruetion data avbmilted or addressed
o the Company based on the & lion dala ived by the P
syalem of the Company snd therefore ¥ is acknowiedged by Uie Cifoni
withou! nocassRy for Cient's signaiure and constiluting as the only valid
evidanca snd binding the Clisnt and this Company.

The company based on Hs own giscrelion may determine s Securtios
Iranzaction besed on the Clent Instrucllon for the Cifant Securdliins
accouni(s) or in the name of Cilant through Securitios Exchiengs, other
asciritiss company, axeculod through elactonlc media, and for offer

i I'fon dig Including but nol Hmited fo the ramols
frading, | { rading, online trading and moblle trading andior th h
the athar electronic syaren which haw basn dalermined By the t'.‘-ompuny
nol resiricied by ama andfor slale bordora,

The Compeny (including the board of Direclors, empioyees,
ropresonistive or proxy of the Company) may remain 10 cany outfexecute
the transaclion In the name of the Company and may eiso take position
contrary to the instruction or order of the Cifent, boll for the Company’'s
interss! orolher Clenr's interest of the Company.

In casa the trensaction rmains o be caniod out although the Client hes
cancelod iy order, lhen the Cliont shall remeins mesponsible on the
fr tlor pt tha Ira 1 ] jad oul 30 f!hr.-ir}
minutas ar mere sfter concellation lnstruction recehed by the C

for Sacuritios b ction i Indonesia, or 24 (twonly four) hours or more
afler raceiving the canceliafion Instruction i:onducud' abroed.

Monoy and/or Securiffes In the Sacudties eccounl In the name of tha
Cliant may be kapl In the Socuritias account af Custedfan Bank or LPP in
e rame of the Company for the intores! of the Chieal upen the
arpensos ham by the cfiont, &s farflong a5 thers i3 & raplsiration in
the Securitivs-account at custodian Bank or LPP that the money andior
Securtfes efarrvd lo dre possossed by the Cliepi,

Fgr the interast of the Client's accounifs) in the Company, fhs
Company shal be antitfed Io purch Socuritios | g othor fo cover
Securitiny pogall balance ) by using the existing money in the Clienl's
accourd(3) or la sell the Securifiox oxisting kn the CRent's accouni(s), and
fo uso the salfoa proceods (o cover the noggtive balance of the Clienl's
fond. in case the fupd Indicefe nogalive bdelance in fthe
Secunitios account of the Clienl and toward thal malles, if s necessary
fa havw fund withou! ofimipating the amoun! of the Socurities which arail-
able In tho securdties account of the Clent, tha Company may usa the

* secwities-n tha Clant Secunitfes account concernad a5 # collsiaral on the

benk crodi or other finznciad Instution.

Pembebanan risiko...,

an

Dian Oktarina, FH Ul, 2007

[



10. Torhadap Perusahaan, Nasabah walib membayar dan menyslesaian semus
Kewpjlran dan blays (jasa ) |ain, lermasuk Letapt Udak 1erbatas pada kemlsl,
bunga, pajek, biays adminlslrasl, blaya kevespondanal, bas, denda, blaya
{ayanan java danfalau bjaya penillpan yang dikanekan sshutungan dengan
tranwaksl Efak yang dliskukan atas nama rakening {-rakening) Hasabah,
pambukaan, pemaiharaan, pangoperaslan, penutupan mkening {-rakening}
Massbsh, psmbukaan, pamelharaan dan pangoperasian sub rekenlng Efek
halk yang lafah maupen yang ekan dizlapkan kemudlan ofeh Penrsahaan dan
Lombage yang bersmnang. Pembayaran ternsbul harue dilsksanakan elsh
Nasabah rasual dengan waktv den cara pembayaran yang dilsntukan datem
(agthan Parusshaan. Perusahasn dapat darl waktu ke wakiu mengubah dan
memberiahvkannya kepada Nazabah, baramya kewajta dan blaya [ass
laln lersabol Hesabah juga wajib mengganll aakalike seal ditagih, semua
blaya jasa dan pangaluaran yang dilanggung ofeh Panusahasn dan/alax phak
[ yang diunku/digunakan cleh Perusahaan sehubungan dengan :

I. Transeksl Efsk yang dll‘nkukln atas nama rakening {-ekening}
Nasabah:

. Pembukazn psmetiharasn, penpoperaslan dan penutupen rekeningi-
mkaning] atas nama Nasaboh ataupun;

Pambukean, pemelihataan dan pangoporaslan sub rokaning Efel

11 Apabila Hasahah tidak dapat melakukan pembayargn alas tagala blaya
(aermasuk totapl Hdak terbatas pada bloya layanan 218 sub rekaning Efak,
pajeX dan bisya penilipan yang Umbul sshubungan dengan prozes
pembukasn, psmsllharasn den pangoparaslan sub rakening Efak,
Perusahan berhak wntuk melaieian penutupan atas sob mkoning Efsk millk
Hassbah yang ada di LPF dongan alsu lsnps melakuken psmberitahusn
tarteb i datndu kopada Hasshah

12 Unhk kspentingan Perusahasn, make Hasahah dangan Inl menjaminkan Efek
dan/stau usng dalam rekaning {-fekaning) Masabsh pade Parusahasn
sobagel juminan palungsan den psnynlasaisa sspsle kewaflban Nassbah
kopada Penmahasn

13, Bandasarkan Peraturen yang boraky, Numn m]lh momllikl aub rekaning
Efek di LFP. Nasabsh dengen inl fan Peruashann
darl sogaln hrditan hulamm dandalasg !mml:l ubae :

L tiskanys 2ub rakenng Efek 6 LPP danvalau pembarian data-data dan
Infoemas! millk Nasabah kopada LPP;

L panyaahqunesn atau pangungkepan alan dale-dala dan informasl zera
aktvitas tranpaksl yang berkailen dengan sub rokening Efsk yanp
diakukan oloh siaff, kayawan, maupun pihek lainnya dari LPP; dan/atmws;

K iransakal denfalev sklivites d) sub rekenlng Efek milik Naasbsh,

Perusahagn alkan mambadkan upay: tarbalknym urtuk mataksanakan ulsap

%

x

D 10.

1",

12

petintah Nazabah sehubung poraslan raksning { g}
atan nama Nasabah atau melnksmﬂm.n hmslu.l (-ransaksl} sias nama
Nasabah atsu alss nema rekening {-reknnlng} Nasabah, Namwn demliklan,
Hasabah dengan IN membebaskan Pentsahaan dan sagals langgung Jowab
dan kewajiban epapun defam hal :

L Perusshaan #dek dapal alau gagal malaksanekan inalrulkal alau
parintah Hasabah karena pelarangan oteh ppmerinleh, penpaturan ofgh
Bursa Efek, porubaban peraturan psnmdaag-undengan, psnghantlaa
perdsgangen, kagagalan sislem perdapangan, gengguan dalam
[aringan komunikasi, gangguan delam sistem elaklrenlk, parang,
pemogoian atau sebab-sabab fin dehyar ke¥rasaan Passsahaan;

E Tardapat keruglan yang timbul sebagal akibel dad transaksl dan/atau
ponylleuln'nnyl yang manpalaml kelerlamhatan, kesalahan,
penundaan, pambalalan, kagagalan yang disebabkan, dIumurnkan.
dilakuken oleh dan, lalul Lembaga ysng b
peraturan p d yang barlaku pads saal Inr]adin]ra

L

hmuhldu#ahumd’munnnkmdlm

Terjadl kelalalan mtau keslpasn yang Ldak dlasngaja danfatau tidak
dilandas] clsh likad buruk Parusghaan (lermasuk disinl @ direksl,
laryawan, wakll, atau losass Panrsahaan);

The Clleni obligales lo pay and solitp fo the Company, sif cbligation snd
other costs (service) including bt not imited o commiaion, lnferast,
fex, adminisiration fes, correspondanca fae, duly, penalty, service fee
and/or daposifory fos which are impoted In re{sllon (o tha sacuritlies
transection camied In the name of the Cllanl's accouni{s), the opaning,
the makilainance, the oparation, the clasing of the Cllent accouni{s), the
pening, the malnisinance snd the operation af the Securiffos auvb
account which has baen or tholl be stipuielad latar by the Company
ar the compeient instifufions. Tha paymsnt has (o ba mada by the Client
in aceordance with the time schedules and paymani mathod which Is
determined in the G y's inveice. Tha Company may, Irom time lo
time, modify and notily tha Glienl. the amount of the ather obiigations and
service faos. The Cliant aiso obligela o pay immedialely when belng
clalmad ali sorvice feax and expandilure bome by the Company andfor
other parly which i3 appolntedised by the C y In refation with:

'+

i The Securtlas rensaciicn conducied in the name of the Client's
aceounifal

5 The Opaning, the malnlaizance. tho operation and the clging of
the accouni(s) in the name of the Clant o

& The Qponing, the malntalnance and the cparation of the Sacudiles
sub eccount

in casg of the Cllant cannat pay all fass fnduﬂpg ut nat Fmitad lo
Sacuries sub accoun! m fas, (3x end daposiicry fee and connaction
with the p of the op g. Lthe mainlal and tha oparation of
the Securiifos aub account, tho Company ha 2 a rght to cloxe he
Securitias sub sccount owned by the Cllent In LPP with or withou! giving
& priow riodifeairan to tha Clant

For the Company'a inferesl, the Cllant hereby pledges the Sacurities
andr monay In the Clisnl's account (1) ai the Company az the collateral
of the payment end aaldament of afl CianCs obligation fo the Company.

Based on the prevailing Regulalion, the Clionl obligates la have tho
Securlifes aub account In LPE The Clfont fiareby daciaroa thaf the Clanl
refansas the Campany from aff fegel andfor finandal suf for.

L the opening of the Securlias sub accoun! and/or %ha grant of the
dalas and infarmation awnad by the Cifenl In LPP.«

. the misuse or the discioaure of the dales and Information and
transaction activities in connectlor with the Socudifes sub sccount
which conducled by sialf or the aither parly of LPP.- andfor

B, imnaaclion and/or aciivitios in the Secuidlies sub sccownl owned by
the Cliont

Tha Company shell endeavor is bast offerts to cany oul/exoculy each
Clloni's Instruction Jn rmiation fo the accounl{s) cperation In tha name of
the Cllent ar lo axocuts transaction(s) In tho neme of the Clant or in the
name of the Clent's accounl(s), Howaver the Clent horeby rofeases the
[ 1y from ai ¢ iblilins and obligations In the case of:

P

f Tha Company faifs to carry culfexccula the Clianls Instruction or
erdor which caused of the Govermnmenls prohibition, rgulation of
Securities Exchangs, the changes ol legisiations, trading
suapanalon, treding system falivre, communicalion nalwork
disturbance, elecironlc sysfom disturbance, war, ke or othor
maitar which beyond the company's control;

Thare are loxsos risen as & resuil of tho transaction andfor
sotilamant, which are saperisncing delay, feyl, cancelietion,
suspension, falluras whick arp caused, announced. carriad out by
and/or tha compaltent institulion according fo tha pravaliing law
reguiations af the fime of the trar ftior andfar gont d lator
on;

#L There is & negligence or unintentional fafiure and/or nat basod on
bad falth of the Company (including the bomrd of Dirsctors,
smploywes, represanielive ar proxy of the Campany};
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P I h

Kelerlambatan dalam p pe lukan harga elaup
pelakeanaan transaksl, khususnya yang dikarenakan oloh kelaibatasan
fsik dilartal bursa, danfalau sisinm pardagangan yang tersedla alau
parvbahan harga Efek yang cepal, yang mangaklbelkan sualy transaks!
dilexsanakan Udak pada harga yang diminlaken pada svaly waklu
tartantr alair harga lorbalk alau harga pasar.

Karenanya, Nasabah dengan Ini pula sefuju untuk menerima dan torikal pada
transaksl {ransaksi) yang lalah diaksanakan dalam keadaan {-keadaan) fersebul

15.

16,

17.

18.

19,

Dalam kel Perusahaan menutup [tanpa harus menyobutkan suatu alasan
spapun jaga) rekoning (-rekening) Nasabsh pada Pereaahaan atau dalam hat
kuasa dan konlrak Inj dibalalken oleh Masabab, maka Perusahaan berhak
{namun tidak berkewajiban} unluk :

|.  Masmbalalken semua atau sobagian perinlah yang lelah diterima namun
belumn Lerlaksana, danfalau;

5. Menutup earnua atau sebaglan konlrak anlars Panwahean ddn Nasabah
dandalau;

Malakukan sagala kel yang periu untuk menutup salde nagalif Efek
pada Perusahaan, balk dengan manjual maupun membsli Efek yang
ada dalam rekenlng (-rekening) Nasabah pada Perusahaan, danfatou;

Honjus! seluruh atau sebaglan Efek yang ada dalam sekeniag
[rXening) Masahah pada Perusahaan dengan harga yang dianggap baik
olah Ponmahaan, danfalau;

v. Membell Efek yang diperfukan etaw diangpap periu ofoh Perusahaan
slax reslko, baban, dan tanggung Jawab Nasebah untuk memanuhi
kewafiban penyerahan sehubungan 4 penjuplan Efek lersebul
yang 1slah ditakukan alay nama rekening (-rekaning} fersebul

Datam memparhilungkan hak dan kewnjban Masabsh yang metakukan
transaks] Efek untuk hari yang sama, Penzsahaan akan mefakukan

. Penjumpaan (offsstling} transaksi bell dan Just Nesabah balk untuk
Efek- Efek yang sama maupun berbeda dafam r.mglv.n rnl:mpeﬂih.mgkan
hak dan kewajisan penyclasalan rang Nasabah ;

Panjumpaan (ofisefling) transaksl bed dan jual Nasabah hanya tsthadap
Efak-Efek yang sama dalam rangka mompechltungkas hak dan
" Kpwajiban penynlasalan Efnk Nasabah torhadep Pecusshaan,

Perusahaan akan membarkan konf masl mansaksl pade had bursa yang
sama melalul madla komunikasi danfatau madla elaktrenb sabagalmana
fersebut di dalam Formulir dan Masabah dengan Inl menyalujut Bahwa
kerfirmasd yang dbesikan pdeh Perusahazn melsul madia komunikas! danfatau
merdka alakirond bul edalah pakan konfinmaal lerlus yang barsifat
el dan benar, dan Bdak dapal diganggy gugel akuras dan kebmmarannya
sarta glkat bagl Hasabah H jika H h tidak manystuuf isl
konfirmasl lranaaksl torssbut maka Masabah sudeh harus
mermberilahukanmym kepada Perusahaan secora teriults selambat-Jambatnya
pukd 10,00 WIB pada satu (1) hard burea barkutnya, Jika dalam waktu
ter=etud Bdak lprdapal sanggahan des Nasabah, maks Masaboh dianggap
islah menyntuui isl konfimasl tersebut.

Barkanaan dengan pasal 17 ersebul diatas, Panssahean dapal malakukan
koraksl atas konfwmasl Uansaks] yang ielah dibsrikan oleh Parvashsaan.
Poarvasheen eclanjutnya skan membust dan membaorllahuken
sua by konfimnasi ransaksi lerbary kepada Nesabah,

Peruzahaan dapal menyampaikan pamberilahuan mengenal posisi rekening
{rekoning) Nasaboh melalul medla komunikes! danfatau medla cloktronik
whagaimana lersebul & dalam Formully dan Masabah dengan Inl menysatjul
batwa pemberilahuan mengenal posisl rekaning (-rekening) Nasabah yanp
diberkan oleh Perusahaan melalul media komunikasl danfatau eleklonlk
{ersebul pdalah merupakan konfimasi terlulis yang bersifat akvrat dan benar,
dan lidak dapat diganggu gugat ak I dan keb ya serta mangikal
bagl Nasaboh kecuall ierdapal koreksl alas pemberitahuan mengenal posis!
tekeing (+ekening) Nasabah yang telah diberian oleh Pensahaan, Perusahan
salanjuinya akan bual den membarltahukan seauatu
pernberilshuan genal poslsl rekening {-rekening) lerbaru kepada
Hasabsh.

¥,

Ij 15,

Pl

6.

18

Dotay on defermining/stipulaiing the price or the inplementelion of
the lransection, perticuisrly which is causad by phyaical iimliation
In tha exchangs floor, and/or the avallabiiity of ihe treding aystam
or the fasl socurilfas price changing, cauding the Irapsaciion
sxscidod nol in the requo sted price at e cerain lime or tims or al the besi
pitee or markol price,

Therpfors, the Clien! hereby elsc agrees lo recolve and commitf {o the
fransaclion{a}, which have Been carled oul In such conditfon(s).

In casa thy Company {without eny obfigation lo mention ds reason} close
tha Cllanl’s account{s} at the Company or In case the power of stiomoy
and this Contracl Is cancalad by tho Client, ihe Company shell be antiied
{berd not abifigate):

L To cancel all or a pert of Inafruction which heve boen received,
howaver thay have nal baen camied out/executed, andion

£ To close all or a par of tha Conlract bab the Company and the
Cant, and’or; )
& To cany oul any mellers, which shoulds ducled to cover

negative bafance of the Securitiey i tho company, sither by saliing
or purchasing the oxisling Securitfes in ths Clen! accouni{s) sf
I‘.Pw Comnpany, and/or;

To xol a¥ or 8 pait of the exisling Securitias lqd‘n Cliant's account{s} al
the Company on the considered bel price, and'or;

v. Topurcheas the Secrfiios neoded or o y By the Comip
ot tha risks, expenszeas and responsibdtios of the Chand i mool #s ob.vga
ton of transfar in rlation fo the Sacurilios purchase, which have boad
candsd oud in the name of the eccourifs),

fn cafculating the rights and obligatiens of the Ciieal’s conduciing
Secirfles transaction in tha sama day the Company shal condoc:

I Oifsetfing the purchasing and sefling transaction of the cherd loward the
same Sacurfiies as well vs for the diferent Socuitlos for the purpase of
calculating the rights and obugaﬁans of (he Cllant’s money
soitfernant lo the Company,

£ Offseltfng the purchasing and aelifng Iransaction of Ika cheat
toward the same Secuitios for the purpose of calculsting the rghls
and ohligationsal ihe Clionl's Securifies seitfement lo the Company.

The Gompeny shalf give tha confirmation of the transaction et the same
exchapga day (rough the communicalion andfer electronic media as
mentioned in the form and the Cliont heraby agress that (e confirmation
provided by tha G y thiough the communlcallon and/or elecironic
modia shell constilute as a writhen confirmation which accurate and
camct, and A shall not b revoked snd shall b bound the Cliant excapt if
the Clant disagroa on the contents of the irensactienvconiirmation, thon
the Cliant should have aireedy notified fo the Company In writhing al the
latost sl 10,06 VVIB, an the next exchange day. in case whithin such pedod
thare Is no objection from the Clant, the Cllent shall be considered have
eiraady sgroed fo the canients of the confimation

in vonnactfon with articta 17 above, the Company may vndorfake
comuclion loward the lansaction confirmalion that has beon givon by Ihe
Company. Hencefarth, the Company will make and nofifly the newest
transaction comfirmation to the Clant.

The Company mey delivor the noliffcation regarding the position of fhe
Clianl's accountis} through the communication and’or electronic modia a3
mentianed in the Form and the Clloni hareby agress that the notiffeslion
regarding ths pesition of the Clien!'s account{s) provided by the Company
through the communlcation ondfor efactrenic media shall conatituia as 8
writlen confirnalion which accurale and tooct, and A shaif rot be revokoed
#nd shall bo bound the Client axcopt thore is a comeciion loward the
notification regerding the position of ihe Clenls aceoimifs) provided by the
Company. Hencelorth, the Company wilf meke and notify the notificalion
rogaring the nawesl pasition of iha Clignt’s accounl(s) to the Client.
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20. Caisian dan p Perusahsan sshubungan dengan rokening
{-rekaning) Nasatah marupakan bukll yarsg lengkap dan mangikat Para Pihak
maengenal Jumiah mulast kredil, debil, atau hak dan kewafban yang malakal
pada rekaning {-rekentng) tersebul.

21. Nasabah wafiv manyampalken dengen sogera dan secam lartulis kepada

Perusahaan so¥ap pemybahan dala atou Infovmast yang lalah dampalannya
dalam Formulir dan Pervsahaan Udek berlanggung |awab apeblls ada

Weruglan yang difarita oleh Nasabah yang dizebabkan tidak disampalkannya
perubahan data alau konfimast yang tercantum dafam Fomudr.

22. Solap koreapondansl yang dilujuken fopnda Nasabah cukup disampaikan
pada alamat Naszabah ssbagalmana discbulkan dalam Formulir (kecuall)
apablla atamal Nasabeh berubah make parubahan tarsebul haruslah
diberilohukan secara terulis dan pomberilahuan gersbahannyaialah ddorima
dalam bantuk tedulls oleh Perusatinan dan dlanggeap telah dierdma oieh
Masabah sendis dalam 1 {#atu) harl burse setolah dilakukan pengirimannya
oleh Panzsahaan.

23. Datam hal sush: rekaning pada Perusahaan dibuka alas nama bersama dua
slay lobih Haaabah, maka sagala kalznfuan dan syarst Konlrek bl barlaky
dan menglkat para Nasabah sszara langgung renleng, don karenanya
Panmsahaan barhek untuk mekaksanakan euatu kuasa, hak, wtau upaya hukum

yang dimiliinys berdasarkan Kontrak Inl maupun kelenian hukum yang i

barlaku Lerhadap ealah saty, sebagian atau samua Nesabah tersebul.

Materfambatan Farusahsan uruk malaksanakan suatu huatea, hak, alau
Upaya hukum yeng Emilikinys bardasarkan Konlrak inl maupuan katentusn
huh.lm yang berlslw tidek merupakan dan Udek dapat dlanggap sebagal
T p p atau pang plngan alas kuasa, hak alau vpaya hukum

torsebutL

25. Jaa suaty ketsntuan atau syaral dalam Kontrak inl dinyatakan tidak badaku
oleh sualu pyutusen pengaditan alau kekvasaan yang borwenang, atau
monjadl tidak baraku berdasarkan ketentuan hukum yang bariaku, maka
Kolenhumn dan syars! (-syarat} [aln yeng bukan {efmasuk yang dimyalakan
Bdak bartaku tersabut dalam Kontrak Ind dakish larpan-ga.ruh dan Islap
mangikel Para Pihak.

28. Sellap perubahen dan/alaw tambahen ates paraturan danfataw kebfakan
Parusahaan yang depal berhubungan daogan g (-+okering) Nasabah.
Nasabah dengan tnl menysiujul dan tunduk pada seliap psrubahan dan/atau
tambahan et peraturan danfalau ketfakan Perusahaan yang disampalan
olsh Porusehaan dengan cara, anlara [ain melalul pengumuman yang
diumumkan balk i kanlor {:kantar} Parusahaan danfatau kentor {-kanlor)
mitra Parusehaan.

27. Segaln Perubahan terhadap kelaniran datam Kentrak Inl akan diuangkan
dalam suaty Addendum yang akan dilandalanganl cfeh Para Pihak dan
menjadi sualu kesatuan dan baglan yang bdak lotpisahlan dard Kontrak Inl.
Porubahan tarsabul mengikal Para Pihak sefak langgal bedakunya.

28. Sogala sesuatu yang batum dlalur dalam Kontrek Inl akan diatur lebih lanjut
ol Perusahaan.

29. Perusahaan depat mengakhin alau menghenlikan Kontrak inl sefiap seat
Socam sepilakdengamalau lanpa alasan apapun. Perusshaan dan Nasabah
dengan In melap tuon yang pal dalam pasal 1268
Kitab Undang-Undang Rukum Pardata Indonosla dan Masebah dongan Inl
malepas kelsnluan yang terdapat dalam pasal 1267 Kiab Undang-tndang
Hulkum Perdata Indocesla,

30. Kontrak inl dlahur dan hants ditafsirkan berdasarkan hulm negara Ropublik
Indonasta. KonlraX inl dibuat dalam bahasa Indonesta dan bahasa Inggeia.
yang merupakan tarjemaban dad bahasa Indonosla, Apabia torjad] perbedaan
penafsiran diantara keduanya make yang beraku adalah penal=iran datam
bahasza Indonesla.

31. Sogala Porselisthan yang {mbul mengenal dan ates paloksanaan darn
Konirak Inl, Para Pihak sepakel uniulk meayelosalkan secara musyawnrah
untuk mufakat. Apabila Persalisihan teraebut tidak dapol disolasaikan
dongan cara musyawarah untuk mufakel, maka Pera Pihak sepakat uniuk
manyslesalkan porselisihan terasbul pada Pengadifan Nogorl Jakaria
Selalan di Jakarla, dengan tidak mengurangl hak Perusehaan unluk
mengajukan luntutan hulum lechadap Nasabah kepada Pengaddan lainnya

|_—=3 20,

21,

22,

2,

25.

I;lza

27,

28.

29

{11

30

371,

Notes and book keeping/record of tha Company in reletion to te Chant
accounifs) cansituie as & pomplsla svidence and shall bo bound the partios
in the maters of tha credit amownt mutation, debil or righla and obfgatians
aitached lo the accownt(s).

The Clfent abilgafes to submf Immediatoly In writing lo the company pach
amendmont fo the data or Information which have boen submitad in the
Form and the Company shall nof be Reble if there It fazs suferod by tha
Cllan! becauss of na nofificalion on the chargo of the data or infarmalion
stated in tha Form.

Each camnapondance subsmittad to a Cliont shalf suffickently addrexod fa
tha Chents addreas 83 mantianed kn the Form fexcep ¥ the Clontt addrosy
has bean changad, it should ba nolifiad In wriling snd the

nolification should be recafved by tho Gompanty in wilting end the
considared fo ba received by the Clent within 1 [ona} exchange day after

defiversd by tha C

Laiel

n case an it Al the Company opaned on & jain! nams of two or more
Clients, then alf ferm we canddians of ihfy Contracd shall ba affective and
bound the Cllont & pro rale, and Iherafora tha Company shell sntitfed o
cay cutfarecoie tha powar of alfomay, rdghis or lagal affor possessed
based an this Cantract of the provaiiing law provision lowend one, a par or
aX Chanls. r

The Company's dalay fo exarcisa the powar of attomney right and fagal
offort paxsessad based on this Condrac ar the prevailing lmv provissions
shall not constiiuie and boing consldered as the refease ar discharge on
the power of altomey, right and fegal actian concemad.

in case A lormt or condition in (his Conltract Is sialed invalid by the court
Judgmani or the compatarit authorly, or inappiicable based on tho
pravaiing law provisiom, the other ten and condRion(s} that whick is not
statad invalld this Contract shalf nof be affeciod and remaln be effeciive
for the Partios.

Any amandment end’or Bddiiion fo tho rogulation end/or the Company's
poficy which may related fo the Clieni'a accounl(s), heroby the Clant sgrees
and the subj fo svory ! and/or addition to the regufation
and/or tha Cempany’s polfcy which assignad by the Company in
the manner, knter ala through tho anrouncemant which nelifed In tha

Company's offfico{s) and/or the Company parinor cfico(s).

Any amandmant to the provisions In this Conlrac!t will be sfated in 4n
Addendum which Is signed by tho Parties and constilutin as an Inlagral
parf of this Contract Tho amand i shaill ba binding to the paiias sinca
iiz eifective dalo. .

Any matier witlch has not beon stipolatesd In this Controct shaft bo
stipiiatod lator by the Campany

The Company may unll; Wy far fa this C cf af anytime with or
withowl any reazan. The Campany and the Ciant horeby waive the provisions
in Aricla 1266 of Indonesian Civil Code and horeby the Client wafves tha
ferms as stated In Arficia 1267 of Indonexlan Civil Coda.

This Conlraci shell ba regulaled and construod based on tho Law of the

Ropubfic of Indanesfa. This Conlrocl shell be made In indonesian
Ianguage and English as the | ion of indonusk: guage version.

ifthere Is a differance on interprelation among them, then the nlerpretation
in indonetian language sholl ba provali.

Any disputes arison boween thp poriies ragerding and as o rosilt of tho
oxocution af this Contract, the Parties agrea fo sefiio tho dispule amicably
{"Musyawardh untuk Mufakat'. In the avent that (ke dispules cannol be
seliled amicably, the Partios agroa to submk tho sbovemantianed dispule
fo the South Jakaria District Court in Jakarta, without reducing the right or
tho Company fo submil tha legal suil loward ihe Chant to the other Court..
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32. Nasabah dengan Inl pirla manyetakan ;

Mengord dan menyadar sepsnuhnya bahwa pembellan, penjualan,
penukaran, penyarahan ataupun untuk maksud dllakukennyo
porbuatan-porbualan hukum Jaln seumumnya atas atau sehobungan
dengan sallap dan sogala Jenls Efek mengandung reslko yang Sapal
monyebabkan Nesabah mengatarnl kerugian elaupun kehiiangan uang
yang diinvoatasikannya;

Behwa semua data dan Informasl yang dlsampalkan dalam Formulle
adalah longkap, 1epal dan akural;

Telah mombaca dan memahaml sapenuhnya |31 dari Kentrak Inl dan
satuju uniuk tunduk den terikal pada kelentuan den syarat Kentrek Inl,
dan;

Bahwa Masabah mempunyal kewenangen panuh uniuk
manandalanganl Kontrak knl dan dak ada pihak lainnya yang barhak

atay mempumyal kepantingan alas rekening (-cekening) yang ¢ibuka,
dipsihara dan dioperasikan oloh Perusahaan bardasarkan Konlrek inl,

33, Kontrak knl barlala dan mengtal Para Pihak sajak Kontrak Ini ditendatangan
oloh Para Phak.

Kentrak knl ditandalanganl oleh Para Pikak pada had dan tanggal tersebut dlatas.

TR

Nama { Nema

Jabatan f Titfe

Nama { Nama

Jabalan f Tis

|;| 32 The Clienl hemby also daclares:

i

aplea, g0,

Understand and fully realize thal purchasing

‘iransfer or for the purpose fo carry oul other Jagal ections in

general or in reiation to each or alf kinds of the Socurilfes shall
contaln sk which may cause the Clienl suffer & foss ar shoitfed o
cfont's invasted fund;

That alf daila and information submilted in Whe Form are complole,
true and accurate;

Aftar having read and fully undersfand the conlenis of this
Contract and agres [0 commi and bind to the tarma and conditions
of this Contract: and,

That tha Clent has full authortly to gn thiz Canlract and there Is
no other parly who is ertitled and hay interast on the accoun!(s) fo
ba openad, malnisined and oparalad by the Company based on
thls Coniract.

33, Thia Cantract s applicable and Binding to the Partlos since this Contraci
Iz sigriod by the Pariles.

This Coniract is signed by the Parties on the day and daip a5 mantioned above.

HASABAHACHant

Meteral

Noma /Noeme

bitd
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